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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf  Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب ba b be 
ت ta t te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج jim j je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d de 
ذ żal ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra r er 
ز zai z zet 
س sin s es 
ش syin sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik 
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غ gain g ge 
ف fa f ef 
ق qaf q qi 
ك kaf k ka 
ل lam l el 
م mim m em 
ن nun n en 
و wau w we 
ه ha h ha 
ء hamzah ʼ apostrof 
ى ya y ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  ا fatḥah a a 
 ا kasrah i i 
  ا ḍammah u u 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  ٸ fatḥah dan yā’ ai a dan i 
ٷ fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh: 
 َﻒْﻴَﻛ: kaifa 
 َلْﻮَﻫ: haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan Tanda Nama 
 َى  ... |  َا  ... 
fatḥah dan alif 
atau yā’ 
ā a dan garis di atas 
 ِى kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas 
 ُو 
dammah dan 
wau 
ū u dan garis di atas 
Contoh: 
 َتﺎﻣ  : māta 
ﻰَﻣَر  : ramā 
 َﻞْﻴِﻗ    : qīla 
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 ُتْﻮَﳝ : yamūtu 
4. Tā’ marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau 
mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 
tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
ﺔَﺿْوَر ؙاﻷ ْﻃ ِلﺎَﻔ      : rauḍah al-aṭfāl 
 ِﺪَﻤَﻟا  ْﻟا  ُﺔَﻨْـﻳﺔَﻠِﺿﺎﻔ     : al-madīnah al-fāḍilah 
ﺔَﻤْﻜَِﳊا               : al-ḥikmah 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydīd (   ّ◌  ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
 َﺎّﻨﺑَر   : rabbanā 
 َﺎﻨْﻴَّﳒ : najjainā 
 ّﻖََﳊا : al-ḥaqq 
 َﻢﱡﻌﻧ   : nu“ima 
 ّوُﺪَﻋ  : ‘aduwwun 
Jika huruf ى ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
( ّى) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 
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Contoh: 
 ّﻰِﻠَﻋ    : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
 ّﰉَﺮَﻋ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif 
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
(-). 
Contoh: 
 ُﺲْﻤّﺸَﻟا   : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ﺔﻟَﺰّﻟﺰَﻟا     : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 
ﺔَﻔَﺴْﻠَﻔَﻟا   : al-falsafah 
     َﺪﻠَﺒﻟا  : al-bilādu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
 ْﻣﺄﺗ َنْوُﺮ  : ta’murūna 
 ُْعﻮّـَﻨﻟا    : al-nau‘ 
 ٌءْﻲَﺷ    : syai’un 
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 ُتْر◌ُِمأ : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 
al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh. 
Contoh: 
Fī Ẓilāl al-Qur’ān 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-Jalālah (ﷲ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan  huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
ﻳِد ِﷲ ُﻦ  dīnullāh  ِ ِﺎﺑ billāh 
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafẓ al-Jalālah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
 ِﷲ ِﺔَﲪر ِْﰲ ْﻢُﻫ hum fī raḥmatillāh 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
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kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). Contoh: 
Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
Abū Naṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd 
Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr 
Ḥāmid Abū) 
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B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  = subḥānahū wa ta‘ālā 
saw.  = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 
a.s.  = ‘alaihi al-salām 
H  = Hijrah 
M  = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 
HR  = Hadis Riwayat 
xvii 
 
ABSTRAK 
NAMA :   AZHAD ZADLY ZAINAL 
NIM  :   10300113117 
JUDUL :   Penanganan Kasus Korupsi di Sulawesi Selatan (Studi Kasus di         
    Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Tahun 2015/2016) 
 
Pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana penanganan kasus 
tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Selatan?, 2) Apa yang 
menjadi kendala-kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan 
dalam menangani kasus korupsi di Sulawesi Selatan? 
Jenis penelitian ini tergolong kualitatif lapangan dengan pendekatan penelitian 
yang dipergunakan adalah: yuridis empiris/sosiologis dan yuridis normatif. Adapun 
sumber data penelitian ini adalah Jaksa Penyidik Pidana Khusus dan Jaksa Penuntut 
Umum di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan masing-masing berjumlah 2 orang. 
Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, 
observasi, dan studi kepustakaan. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan 
dengan melalui empat tahapan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data, pengambilan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan kasus tindak pidana 
korupsi oleh Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Selatan masih belum konsisten dan 
optimal dan terjadi peningkatan kasus kurun waktu tahun 2015/2016. Adapun yang 
menjadi kendala kejaksaan dalam menangani kasus korupsi yaitu saksi-saksi yang 
kurang memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, kesulitan kejaksaan dalam 
menyita aset tersangka yang didapat dari hasil korupsi untuk dijadikan barang bukti, 
perhitungan kerugian keuangan negara membutuhkan waktu yang lama, serta ada 
intervensi dalam proses penanganan kasus korupsi. 
Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya kejaksaan meningkatkan 
kinerjanya dalam menangani kasus tindak pidana korupsi, kejaksaan dapat 
menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait bahaya 
korupsi. Peran masyarakat juga diperlukan dalam upaya pemberantasan tindak pidana 
korupsi dengan cara meberikan informasi atau data awal tentang adanya tindak 
pidana korupsi serta melaksanakan pengawasan dan pengawalan terhadap 
penanganan perkara tindak pidana korupsi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Kesadaran 
hukum merupakan faktor yang penting dalam tegaknya hukum dan keadilan di 
Indonesia, karena tanpa adanya kesadaran hukum sangatlah mustahil dapat 
ditegakkannya hukum dan keadilan. Hukum tersebut harus selalu ditegakkan guna 
mencapai cita-cita dan tujuan negara Indonesia dimana tertuang dalam pembukaan 
Alinea ke-empat yaitu membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan 
keadilan sosial.1 
Dalam pengertian yang sederhana, hukum adalah sekumpulan peraturan-
peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu 
masyarakat, yang dibuat dan ditegakkan oleh penguasa atau manusia itu sendiri 
seperti hukum adat, hukum pidana dan sebagainya. Dimana pun manusia berada, 
tentunya harus ada sebuah aturan atau hukum yang membatasi tingkah lakunya. 
Untuk itu hukum sebagai suatu sistem yang dibuat oleh manusia sendiri berguna 
dalam membatasi tingkah laku manusia, sehingga tingkah laku mereka dapat lebih 
terkontrol. Hukum adalah komponen yang sangat erat hubungannya dengan 
                                                          
 1Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 & Undang-undang Tentang Mahkamah Konstitusi (Jakarta: 
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2016), h. 3. 
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masyarakat. Setiap tingkah laku masyarakat selalu di monitor oleh hukum, baik 
hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Hukum hadir untuk menjamin hak-hak 
manusia sehingga tercipta keadilan. Kejahatan yang merupakan masalah sosial dapat 
dicegah dan diatasi dengan konsekuensi akan mendapat sanksi bagi para pelanggar 
hukum. 
Salah satu kajian hukum yang paling penting adalah kajian hukum pidana. 
Hukum pidana dapat dirumuskan sebagai sejumlah peraturan hukum yang 
mengandung larangan atau perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarnya 
diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi yang mewujudkannya. Hukum pidana 
terbagi atas 2 (dua) yaitu: 
1. Hukum pidana materiil, yaitu mengenai petunjuk dan uraian tentang tindak 
 pidana. 
2. Hukum pidana formil, yaitu cara negara dengan perantara para pejabatnya 
 dalam menegakkan hukum materil. Perbuatan yang melanggar aturan-aturan 
 inilah yang disebut dengan tindak pidana. 
 Salah satu tindak pidana yang cukup fenomenal dan akrab bagi masyarakat 
Indonesia ialah tindak pidana korupsi. Dalam pengertian yang sederhana, korupsi 
adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat 
seorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.2 Sedangkan jika mengacu 
pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 
2 ayat (1) apabila dirinci, maka yang dinamakan tindak pidana korupsi adalah: 
 
                                                          
2Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), h. 231. 
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1. Perbuatannya. 
a. Memperkaya diri sendiri; 
b. Memperkaya orang lain; 
c. Memperkaya suatu korporasi; 
2. Dengan cara melawan hukum. 
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.3 
Tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari sekian banyak kejahatan 
non-konvensional yaitu kejahatan baru yang tidak diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP). Meski begitu, di Indonesia sendiri korupsi telah 
lama tumbuh dan mengakar dalam kultur masyarakat Indonesia. Pemerintahan masa 
orde baru yang bertahan sampai lebih dari tiga puluh tahun merupakan masa tumbuh 
suburnya korupsi. Orang-orang yang menduduki jabatan dalam pemerintahan atau 
lembaga negara berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan melalui korupsi. Di 
Indonesia korupsi dikenal dengan istilah KKN singkatan dari Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme. 
Masalah korupsi di Indonesia terus menjadi berita utama (headline) setiap hari 
di media Indonesia. Bagaimana tidak, korupsi sudah menjelma menjadi wabah 
penyakit yang menular disetiap aparat negara dari tingkat yang paling rendah hingga 
tingkat yang paling tinggi. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan negara, 
tetapi juga dapat menghancurkan negara. Dalam al-Qur’a>n, tindakan ini disebut 
“memerangi Allah dan Rasul-Nya serta berbuat kerusakan di muka bumi” yang 
disebut h}i>raba>h.4 Allah swt. mengisyaratkan memberi hukuman yang berat bagi 
                                                          
 3Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia (Malang: 
Bayumedia Publishing, 2005), h. 34-35. 
4Marzuki Wahid dan Hifdzil Alim, Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi, dengan kata 
pengantar oleh Said Aqil Siroj (Jakarta Selatan: Lakpesdam PBNU, 2016), h. VI-VII. 
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mereka yang melakukan tindakan demikian sebagaimana dalam firman-Nya QS al-
Ma>idah/5: 33. 
 ُﻠﱠ َﺘُﻘﯾ َنأ ًادﺎَﺴَﻓ ِضَۡرۡﻷٱ ِﻲﻓ َنۡﻮَﻌۡﺴَﯾَو ۥُﮫَﻟﻮُﺳَرَو َ ﱠ ٱ َنُﻮﺑِرﺎَُﺤﯾ َﻦﯾِﺬﱠﻟٱ ْاُؤ
ٓ َٰﺰَﺟ ﺎَﻤﱠِﻧإ َۡوأ ْآﻮ
ﻲِﻓ ٞيۡﺰِﺧ ۡﻢَُﮭﻟ َﻚِﻟ َٰذ ِۚضَۡرۡﻷٱ َﻦِﻣ ْاَۡﻮﻔُﻨﯾ َۡوأ ٍﻒ َٰﻠِﺧ ۡﻦ ِّﻣ ﻢُُﮭﻠُﺟَۡرأَو ۡﻢِﮭﯾِﺪَۡﯾأ َﻊﱠﻄَُﻘﺗ َۡوأ ْآُﻮﺒﱠﻠَُﺼﯾ 
 ٌﻢﯿِﻈَﻋ ٌبَاﺬَﻋ ِةَﺮِٓﺧۡﻷٱ ﻲِﻓ ۡﻢَُﮭﻟَو ۖﺎَﯿۡﻧﱡﺪﻟٱ٣٣  
Terjemahnya: 
Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan 
Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh 
atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau 
dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu 
penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang 
besar.5 
Dalam hukum Islam, korupsi dipandang sebagai salah satu tindak kejahatan 
perampasan hak milik, yaitu memakan harta manusia dengan cara yang batil 
sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Baqarah/2: 188. 
 َۡﻣأ ۡﻦ ِّﻣ ﺎٗﻘﯾِﺮَﻓ ْاُﻮﻠُﻛَۡﺄﺘِﻟ ِمﺎﱠﻜُﺤۡﻟٱ َﻰﻟِإ ٓﺎَﮭِﺑ ْاُﻮﻟُۡﺪﺗَو ِﻞِﻄ َٰﺒۡﻟﭑِﺑ ﻢُﻜَﻨۡﯿَﺑ ﻢَُﻜﻟ َٰﻮَۡﻣأ ْآُﻮﻠُﻛَۡﺄﺗ َﻻَو ِسﺎﱠﻨﻟٱ ِل َٰﻮ
 َنﻮُﻤَﻠَۡﻌﺗ ُۡﻢﺘَﻧأَو ِﻢۡﺛ ِۡﻹﭑِﺑ١٨٨  
Terjemahnya: 
Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara 
kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta 
itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta 
benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.6 
Atau lebih spesifik lagi, korupsi termasuk dalam kategori ghulu>l 
(pengkhianatan wewenang) yang terdapat dalam firman Allah QS Ali ‘Imra>n /3: 161. 
                                                          
5Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama 
Republik Indonesia, 1971),  h. 164. 
6Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 46. 
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 َﻛ ﺎ ﱠﻣ ٖﺲۡﻔَﻧ ﱡﻞُﻛ ٰﻰﱠﻓَُﻮﺗ ﱠُﻢﺛ ِۚﺔَﻤ َٰﯿِﻘۡﻟٱ َمۡﻮَﯾ ﱠﻞَﻏ ﺎَِﻤﺑ ِتۡﺄَﯾ ُۡﻞﻠَۡﻐﯾ ﻦَﻣَو ۚﱠُﻞﻐَﯾ َنأ ٍّﻲِﺒَﻨِﻟ َنﺎَﻛ ﺎَﻣَو ۡﺖَﺒَﺴ
 َنﻮُﻤَﻠُۡﻈﯾ َﻻ ۡﻢُھَو١٦١  
Terjemahnya: 
Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. 
Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada 
hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian 
tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan 
(pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.7 
Dalam perkembangannya, korupsi di Indonesia menjelma menjadi kejahatan 
luar biasa (extra ordinary crime) dan menjadi salah satu penyebab munculnya 
berbagai penyimpangan sosial. Tidak saja karena modus nan teknik yang sistematis, 
tetapi juga akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat paralel dan merusak 
seluruh sistem kehidupan, baik dalam ekonomi, politik, sosial-budaya dan bahkan 
sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat.8 Korupsi dalam berbagai 
modusnya benar-benar menjadi penyakit  yang menggorogoti daya tahan bangsa ini. 
Hampir semua lini kehidupan masyarakat tidak bisa sepenuhnya dilepaskan dari 
perilaku koruptif.  
Meningkatnya kasus korupsi di Indonesia membuat upaya penanganan kasus 
korupsi di Indonesia terkesan lambat dan belum mampu membuat jera para koruptor. 
Ini dapat dilihat dari beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga independen, 
misalnya data yang dikeluarkan oleh Transparency International yang menunjukkan 
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2015 Indonesia memiliki skor 36 (skala 0-100) 
dan berada pada peringkat 88 dari 168 negara yang diukur. Di kawasan Asia 
Tenggara, Indonesia belum mampu menandingi skor dan peringkat yang dimiliki 
                                                          
7Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 104. 
 8Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Bandung: Alumni, 2009), h. 111. 
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Malaysia (skor 50), dan Singapura (skor 85), dan sedikit di bawah Thailand (skor 
38).9  
Dalam upaya pemberantasan dan penanganan tindak pidana korupsi tidak bisa 
lagi menggunakan cara bertindak dan berfikir biasa, tetapi harus sebaliknya yaitu 
bertindak dan berfikir luar biasa. Oleh karena itu harus tumbuh sikap keberanian dari 
para penegak hukum untuk melakukan lompatan-lompatan yuridis dan diimbangi 
dengan kesadaran hukum masyarakat untuk menerima putusan-putusan yang di luar 
kebiasaan. Korupsi yang sudah meluas dalam masyarakat dan perkembangannya 
yang terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan 
kerugian keuangan negara yang di akibatkan tentu saja tidak lepas dari penanganan 
dan penegakan hukumnya yang masih jauh dari harapan. 
Pada dasarnya penegakan hukum harus melibatkan seluruh warga negara 
Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan 
hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang 
berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan, 
dan Pengadilan. Polisi, jaksa, dan hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang 
masing-masing mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban yang sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya unsur 
aparat penegak hukum mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan 
bidangnya serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan 
tetapi secara bersama-bersama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu 
pemasyarakatan kembali para narapidana. 
                                                          
 9Marzuki Wahid dan Hifdzil Alim, Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi, h. 2. 
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Dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana umum yang terjadi 
dalam masyarakat, jaksa berperan sebagai penuntut umum sebagimana diatur dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 1 butir 6: 
1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk 
bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
2. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang 
untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum.10 
Akan tetapi dalam menangani perkara-perkara tindak pidana khusus seperti 
korupsi, jaksa dapat berperan sebagai penyidik, penuntut umum, dan eksekutor 
pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 jo Pasal 10 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Politik Kejaksaan Republik 
Indonesia11, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1979 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi, Pasal 284 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP12,  
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, Pasal 30 ayat (1) 
huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dan fatwa MA 
No. KMA/102/III/2005 atas Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan.  
Sebagai salah satu lembaga penegak hukum, Kejaksaan dituntut untuk lebih 
berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, 
                                                          
10Marwan Effendi, Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum (Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 105. 
11Ilham Gunawan, Peran Kejaksaan dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik 
(Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 60-61. 
12Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 18. 
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penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi. Kejaksaan juga sebagai 
pengendali proses perkara atau Dominus Litis mempunyai kedudukan sentral dalam 
penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah 
suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah 
sebagaimana menurut hukum acara pidana.13 
Atas dasar itulah keahlian yang profesional harus dimiliki oleh aparat 
Kejaksaan, baik mengenai pemahaman dan pengertian serta penguasaan Peraturan 
Perundang-Undangan dan juga terhadap perkembangan teknologi. Hal ini agar 
penanganan tindak pidana korupsi bisa berhasil. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan 
penelitian di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan judul “Penanganan Kasus 
Korupsi di Sulawesi Selatan (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan 
Tahun 2015/2016).” 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian ini adalah pada penanganan kasus korupsi di Sulawesi 
Selatan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. 
2. Deskripsi Fokus 
a. Penanganan; 
b. Tindak Pidana korupsi; 
c. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. 
 
                                                          
13Marwan Effendi, Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, h. 105. 
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Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 
Penanganan 
 
Penyelesaian satu atau serangkaian 
proses pekerjaan 
Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan atau penggelapan 
(uang negara atau perusahaan) dan 
sebagainya untuk kepentingan pribadi 
atau kepentingan orang lain 
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Lembaga penegak hukum yang 
mempunyai wewenang dalam bidang 
penyelidikan dan penuntutan 
terhadap tindak pidana 
 
C. Rumusan Masalah 
Agar suatu penelitian yang dilakukan lebih terfokus dan mengarah sesuai 
dengan tujuan penelitian, maka perlu dirumuskan masalah-masalah yang diteliti. 
Permasalahan dalam penelitian yaitu: 
1. Bagaimana penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi di 
Sulawesi Selatan? 
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi 
Selatan dalam menangani kasus korupsi di Sulawesi Selatan? 
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D. Kajian Pustaka 
 Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa literatur yang dijadikan acuan 
dasar, antara lain: 
1. Adami Chazawi, dalam bukunya “Pelajaran Hukum Pidana bagian 1” 
 membahas mengenai pengantar umum hukum pidana, stelsel pidana, tindak 
 pidana, teori-teori pemidanaan, dan ruang lingkup berlakunya hukum pidana. 
2. Andi Hamzah, dalam bukunya “Korupsi di Indonesia Masalah dan 
Permasalahannya.” Ia memandang korupsi sebagai ancaman destruktif 
terhadap eksistensi negara dan perkembangan masyarakat. Situasi tersebut 
dapat diatasi bila Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi ditegakkan 
dahulu oleh para aparat penegak hukum tanpa pandang bulu. 
3. Andi Hamzah, dalam bukunya “Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum 
 Pidana Nasional dan Internasional” membahas mengenai pengertian korupsi, 
 sebab dan akibat korupsi, sejarah perundang-undangan korupsi di Indonesia, 
 serta rumusan delik dalam UUPTPK. 
4. Edi Suandi Hamid dan Muhammad Suyuti, dalam bukunya “Menyingkap 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia” berisi pendapat peneliti dan 
pengamat hukum mengenai definisi korupsi dan seluk beluknya. Akan tetapi 
dalam buku ini tidak ada penjelasan yang detail mengenai pencegahan dan 
sanksi hukum pelaku tindak pidana korupsi. Secara garis besar semua 
sependapat bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang merugikan 
negara dan masyarakat. Buku ini meliputi kajian dibidang sosio kultur, 
perilaku birokrasi, norma hukum dan agama serta peran negara dalam 
menanggulangi tindak pidana korupsi. 
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5. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bukunya “Memahami Untuk 
 Membasmi” berisi mengenai bentuk/jenis perbuatan yang bisa dikategorikan 
 sebagai korupsi. Dalam buku ini juga berisi tentang contoh menganalisis suatu 
 kejadian berdasarkan unsur-unsur tindak pidana korupsi. 
6. R. Wiyono, dalam bukunya “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan 
 Tindak Pidana Korupsi” berisi penafsiran pasal demi pasal Undang-Undang 
 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan mengaitkan pada peraturan 
 perundang-undangan yang relevan, teori-teori pakar hukum, putusan-putusan 
 MA terhadap kasus-kasus korupsi terdahulu. 
7. Nurul Irfan, dalam bukunya “Korupsi dalam Hukum Pidana Islam” membahas 
perihal korupsi pada umumnya. Selain itu beliau juga mengkaji dan 
mencermati tindak pidana korupsi di Indonesia dengan menggunakan  fiqh 
jinayah atau Hukum Pidana Islam sebagai pisau analisisnya. 
8. Rahman Syamsuddin, dalam bukunya Hukum Acara Pidana dalam Integritas 
 Keilmuan. 
9. Ilham Gunawan, dalam bukunya Peran Kejaksaan dalam Menegakkan Hukum 
 dan Stabilitas Politik. 
10. Leden Marpaung, dalam bukunya “Proses Penanganan Perkara Pidana (di 
Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)” berisi tentang 
bagaimana proses pelimpahan berkas perkara  kejaksaan; pelimpahan berkas 
perkara ke pengadilan negeri; sikap pengadilan atas pelimpahan berkas 
perkara (biasa); prinsip-prinsip pemeriksaan di persidangan; Rekuisitor-
Pledoi-Replik- Duplik-putusan Pengadilan Negeri; syarat-syarat putusan; 
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upaya hukum kasasi;  upaya hukum luar biasa; eksekusi; serta tentang 
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. 
E. Tujuan dan Kegunaan 
1. Tujuan 
a. Untuk mengetahui penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan 
Tinggi di Sulawesi Selatan; 
b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami Kejaksaan Tinggi Sulawesi 
Selatan dalam menangani kasus korupsi di Sulawesi Selatan. 
2. Kegunaan 
a. Secara Teoretis 
Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah referensi bagi 
pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang penanganan kasus korupsi di 
Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. 
b. Secara Praktis 
1) Memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan yang diteliti. 
2) Menambah dan memperluas wawasan pengetahuan penulisan dalam karya 
 ilmiah, dimana penulisan ini merupakan sarana untuk memaparkan dan 
 memantapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima dalam perkuliahan. 
3) Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak yang terkait 
dalam  menangani masalah tindak pidana korupsi. 
13 
 
BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana Pidana Dalam Hukum Nasional 
Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda 
yaitu “strafbaar feit.1 Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam 
menerjemahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dari bahasa Belanda 
ke bahasa Indonesia juga menerjemahkan istilah strafbaar feit sebagai tindak pidana.2 
Namun demikian beluma ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi strafbaar 
feit tersebut. Strafbaar feit  terdiri dari 3 kata, yakni straf, baar, dan feit. Secara 
literlijk kata “straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat atau boleh, dan “feit” adalah 
perbuatan.3 
Tindak pidana sendiri merupakan suatu istilah yang mengandung suatu 
pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran 
dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Dalam hukum pidana, 
istilah “tindak pidana” timbul dari pihak Kementerian Kehakiman yang sering 
dipakai dalam perundang-undangan. Kata “tindak” tidak menunjukkan pada suatu 
abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan perbuatan yang konkrit.4 
Beberapa pendapat ahli mengenai pengertian tindak pidana antara lain: 
                                                          
1Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Edisi Pertama (Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 2002), h. 67. 
2Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan tertulis di Indonesia, Edisi Pertama (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2013), h. 55. 
3Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Edisi Pertama,  h. 69. 
4Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rieneka Cipta, 2008), h. 55. 
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a. Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana ialah suatu perbuatan yang 
pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.5 
b. Menurut P.A.F Lamintang tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang 
dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku 
adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.6 
Dari uraian mengenai pengertian tindak pidana tersebut, maka dapat ditarik 
sebuah kesimpulan sederhana mengenai pengertian tindak pidana, yakni perbuatan 
melanggar hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan 
yang telah dilakukan pelakunya dimana perbuatannya tersebut melanggar atau 
melawan hukum ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya. 
Selain istilah tindak pidana, ada juga beberapa istilah lain yang digunakan, 
yaitu: 
a. Perbuatan pidana, dimuat dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang 
Nomor 1/Drt/1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk 
Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-
Pengadilan Sipil, antara lain dapat dibaca kalimat, “Perbuatan yang menurut 
hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, …”. Istilah perbuatan 
pidana ini juga digunakan oleh Moeljatno.7 
b. Delik, yang berasal dari bahasa latin “delictum”.8 
                                                          
5Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (Jakarta: Eresco, 1981), h. 12. 
6P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 
1996), h. 16. 
7Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan tertulis di Indonesia, Edisi Pertama, h. 55. 
8Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 86. 
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c. Peristiwa pidana, digunakan oleh Mr. R. Tresna dalam bukunya “Azas-Azas 
Hukum Pidana.” Istilah ini juga dimuat dalam Undang-Undang Dasar Sementara 
Pasal 14 ayat 1. 
d. Pelanggaran Pidana, yang ditulis dalam buku “Pokok-Pokok Hukum Pidana” 
karya Mr. M.H Tirtaamidjaja. 
e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku 
beliau “Ringkasan tentang Hukum Pidana”. 
f. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh Pembentuk Undang-Undang 
dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 Pasal 3 tentang Senjata Api dan 
Bahan Peledak.9 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Hukum Nasional 
Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur 
lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan 
karenanya.10 Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan perbuatan pidana. 
Oleh karena itu, harus diketahui apa saja unsur atau ciri dari perbuatan pidana itu 
sendiri. Mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidak-tidaknya dari 2 
sudut pandang, yakni dari sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. 
Unsur-unsur tindak pidana dari sudut pandang teoritis yaitu berdasarkan 
pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya, diantaranya ialah: 
a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah: 
1) Perbuatan; 
2) Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
                                                          
9Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Edisi Pertama, h. 68. 
10Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, h. 64. 
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3) Ancaman pidana ( bagi yang melanggar larangan). 
Perbuatan manusia saja boleh dilarang, yang melarang adalah aturan hukum. 
Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada 
perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan 
pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-
benar dipidana. Pengertian diancam pidana adalah pengertian umum, yang artinya 
pada umumnya dijatuhi pidana. 
b. Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu: 
1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia); 
2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 
3) Diadakan tindakan penghukuman. 
Dari unsur ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat 
pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilanggar itu selalu diikuti 
dengan penghukuman (pemidanaan). Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap 
perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang selalu diikuti dengan pidana, 
namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) 
yang melekat pada orangnya untuk dijatuhkannya pidana. 
c. Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah: 
1) Kelakuan manusia; 
2) Diancam dengan pidana; 
3) Dalam peraturan perundang-undangan. 
d. Menurut Jonkers, unsur- unsur tindak pidana adalah: 
1) Perbuatan (yang); 
2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan); 
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3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); 
4) Dipertangungjawabkan. 
e. Menurut Scbravendijk, unsur-unsur tindak pidana dapat dirincikan yaitu: 
1) Kelakuan (orang yang); 
2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum; 
3) Diancam dengan hukuman; 
4) Dilakukan oleh orang (yang dapat); 
5) Dipersalahkan/kesalahan.11 
Walaupun rincian dari 5 pendapat ahli diatas tampak berbeda-beda, namun 
pada hakekatnya ada persamaanya, ialah tidak memisahkan antara unsur-unsur 
mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya. 
Unsur-unsur tindak pidana dari sudut pandang undang-undang yaitu 
berdasarkan bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak 
pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam 
buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat rumusan-rumusan tindak 
pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III adalah 
pelanggaran. 
Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana yaitu: 
a. Unsur Tingkah Laku 
Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan 
atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur 
mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku 
                                                          
11Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Edisi Pertama, h. 79-81. 
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yang untuk mewujudkan atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau 
gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian tubuh. Sebagian besar (hampir semua) 
tindak pidana tentang unsur tingkah lakunya dirumuskan dengan perbuatan aktif, 
dan sedikit sekali dengan perbuatan pasif. Tingkah laku pasif adalah berupa 
tingkah laku membiarkan (nalaten), suatu bentuk tingkah laku yang tidak 
melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh, yang seharusnya seseorang 
itu dalam keadaan-keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan 
tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan 
kewajiban hukumnya.  
Dilihat dari syarat penyelesaian tindak pidananya, maka tingkah laku 
dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sebagai berikut:  
1) Tingkah laku sebagai syarat penyelesaian tindak pidana. Syarat selesainya 
tindak pidana bergantung sepenuhnya pada selesainya tingkah laku. 
Contohnya untuk selesainya pencurian (Pasal 362) tergantung pada selesai 
mewujudkan  perbuatan mengambil, dan jika belum maka yang timbul 
adalah percobaan pada pencurian. 
2) Tingkah laku yang (harus) mengandung akibat sebagai syarat penyelesaian 
 penyelesaian tindak pidana. Syarat untuk selesainya tindak pidana itu tidak 
 bergantung pada selesainya perbuatan secara nyata, tetapi bergantung pada 
 timbulnya akibat dari wujud perbuatan yang nyata tadi. Contohnya untuk 
 menyelesaikan kejahatan perusakan benda (Pasal 406) tidaklah cukup dari 
 selesainya wujud memukul (terhadap objek), akan tetapi pada akibat dari 
 memukul itu yakni rusaknya sebuah benda. Jika perbuatan memukulnya telah 
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 selesai, akan tetapi benda itu tidak menjadi rusak, maka yang timbul adalah 
 percobaan perusakan. 
b. Unsur Sifat Melawan Hukum 
Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu 
perbuatan, yang bersumber pada undang-undang dan masyarakat. 
 Dari sudut undang-undang, suatu perbuatan tidaklah mempunyai sifat 
melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang (wederrechtelijk) 
dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undangan, 
artinya sifat terlarang itu disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam 
peraturan perundang-undangan. Setiap perbuatan yang ditetapkan sebagai 
dilarang dengan mencantumkannya dalam peraturan perundang-undangan 
(menjadi tindak pidana), tanpa melihat apakah unsur melawan hukum itu 
dicantumkan atau tidak dalam rumusan maka dengan demikian tindak pidana itu 
sudah menpunyai sifat melawan hukum, artinya melawan hukum adalah unsur 
mutlak dari tindak pidana. 
c. Unsur Kesalahan 
Kesalahan (schuld) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin 
orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan karena unsur ini selalu melekat 
pada diri pelaku dan bersifat subjektif. 
Istilah kesalahan (schuld) adalah pengertian hukum yang tidak sama dengan 
pengertian harfiah: fout. Kesalahan dalam hukum pidana adalah berhubungan 
dengan pertanggungan jawab, atau mengandung beban pertanggungan jawab 
pidana yang terdiri dari kesengajaan (do Ius atau opzet) dan kelalaian (culpa).  
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Kesengajaan dan kelalaian adalah merupakan unsur batin (subjektif), yaitu 
sesuatu mengenai alam batin, berupa kehendak, pengetahuan, perasaan, pikiran, 
dan lainnya yang dapat mengambarkan perihal keadaan batin manusia.  
d. Unsur Akibat Konstitutif 
Unsur konstitutif ini terdapat pada: 
1) Tindak pidana materiil (materieel delicten) atau tindak pidana dimana akibat 
 menjadi syarat selesainya tindak pidana. 
2) Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat 
pidana. 
3) Tindak dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat. 
Dalam tindak pidana materiil timbulnya akibat itu bukan untuk memberatkan 
pertanggungan jawab pidana tetapi menjadi syarat selesainya tindak pidana. 
Unsur akibat konstitutif pada tindak pidana materiil adalah berupa unsur pokok 
tindak pidana, artinya jika unsur ini tidak timbul maka tindak pidananya tidak 
terjadi, yang terjadi hanyalah percobaannya. Tindak pidana materiil dimana 
unsur akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, berbeda dengan tindak 
pidana yang mengandung unsur akibat sebagai pemberat pidana. Perbedaan itu 
adalah dalam tindak pidana materiil, jika akibat itu tidak timbul maka tindak 
pidana tersebut tidak terjadi, yang terjadi adalah percobaannya, akan tetapi jika 
akibat tidak timbul pada tindak pidana dimana akibat sebagai syarat pemberat 
pidana, maka tidak terjadi percobaan tindak pidana tersebut, tetapi yang terjadi 
adalah tindak pidana selesai yang lain. 
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e. Unsur Keadaan yang Menyertai 
Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua 
keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan di lakukan. Unsur keadaan 
yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana sebagai berikut:  
1) Mengenai cara melakukan perbuatan, artinya cara itu melekat pada perbuatan 
 yang menjadi unsur tindak pidana, disamping penyebutan unsur tingkah laku 
 dalam rumusan tindak pidana juga menyebutkan caranya melakukan tingkah 
 laku tersebut. Dengan mencantumkan unsur cara melakukan perbuatan maka 
 wujud tingkah laku menjadi terbatas. 
2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan, artinya untuk dapat 
melakukan perbuatan yang menjadi larangan dalam tindak pidana, terlebih 
dahulu harus dipenuhi cara-cara tertentu agar perbuatan yang menjadi 
larangan itu dapat diwujudkan, berupa syarat untuk dapat dilakukannya 
perbuatan yang menjadi larangan, dan bukan cara melakukan perbuatan yang 
menjadi larangan. 
3) Mengenai objek tindak pidana, artinya semua keadaan yang melekat pada atau 
mengenai objek tindak pidana, misalnya unsur “milik orang lain” yang 
melekat pada benda menjadi objek pencurian (Pasal 362), penggelapan (Pasal 
372), dan perusakan (Pasal 406). 
4) Mengenai subjek tindak pidana, unsur ini adalah segala keadaan mengenai diri 
 subjek tindak pidana, baik yang bersifat objektif maupun subjektif. 
5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana, unsur ini adalah segala keadaan 
 mengenai tempat dilakukannya tindak pidana, seperti kediaman atau 
 pekarangan yang tertutup, di jalan umum, atau di tempat lalu lintas umum. 
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6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana, unsur yang mengenai waktu 
 dilakukannya tindak pidana yang dapat berupa syarat memperberat pidana 
 maupun yang menjadi unsur pokok tindak pidana. 
f. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapatnya dituntut Pidana 
Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan 
adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan 
dari yang berhak mengadu. Pengaduan substansinya adalah sama dengan laporan, 
yang berupa keterangan atau informasi mengenai telah terjadinya tindak pidana 
yang disampaikan kepada pejabat penyelidik atau penyidik yakni kepolisian, atau 
dalam hal tindak pidana khusus ke kantor Kejaksaaan Negeri setempat. Untuk 
dapatnya dituntut pidana pada tindak pidana aduan diperlukan syarat adanya 
pengaduan yang berhak, yaitu unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana. 
Syarat tersebut disebutkan secara tegas dalam  rumusan tindak pidana yang 
bersangkutan misalnya perzinaan (Pasal 284 ayat 2), dan penghinaan (Pasal 310-
318 jo 319). Sedangkan dalam hal tindak pidana (dalam arti bukan aduan), untuk 
dapatnya negara melakukan penuntutan pidana terhadap si pembuat atau 
pelakunya tidak diperlukan baik laporan maupun pengaduan dari siapapun 
walaupun dalam praktik sering kali pejabat penyelidik atau penyidik kepolisian 
merasa perlu adanya pelaporan yang ditandatangani si pelapor dan pejabat 
epolisian yang menerima laporan. Fungsi surat tersebut sebagai bukti adanya 
pelapor pelaku, bukan dasar untuk dilakukannya penyelidikan atau penyidikan. 
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g. Unsur Syarat Tambahan Untuk Memperberat Pidana 
Unsur yang berupa alasan untuk diberatkannya pidana. Unsur tambahan untuk 
memperberat pidana bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang 
bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut telah terjadi tanpa adanya unsur ini. 
Adapun unsur syarat tambahan untuk menperberat pidana sebagai berikut:  
1) Pada akibat yang timbul setelah perbuatan dilakukan, misalnya akibat luka 
 berat atau kematian. 
2) Pada objek tindak pidananya, misalnya penganiayaan pada ibunya, anaknya, 
 istrinya, pejabat yang sedang menjalankan tugasnya  yang sah, atau terhadap 
 orang yang bekerja padanya. 
3) Pada cara melakukan perbuatan, misalnya: dengan tulisan atau gambaran yang 
 ditempelkan di muka umum, memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa 
 atau kesehatan. 
4) Pada subjek hukum tindak pidana, misalnya dokter, juru obat, bidan (Pasal 
349 jo 346, 347, 348). 
5) Pada waktu dilakukannya tindak pidana, misalnya belum lewat 2 tahun (Pasal 
 216 ayat 3). 
6) Pada berulangnya perbuatan, misalnya pencarian atau kebiasaan (Pasal 282 
 ayat 3). 
h. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapatnya dipidana 
Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah berupa unsur keadaan-
keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, artinya bila setelah 
perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak 
bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana. Sifat 
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melawan hukumnya dan patutnya dipidana perbuatan itu sepenuhnya 
digantungkan pada timbulnya unsur ini. Nilai bahayanya bagi kepentingan 
hukum dari perbuatan itu adalah terletak pada timbulnya unsur syarat tambahan, 
bukan semata-mata pada perbuatan.12 
B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Korupsi 
1. Pengertian Korupsi 
 Definisi etimologis dari kata korupsi berasal dari bahasa latin, yaitu corrupt 
atau corruptus yang berarti rusak, busuk, dapat disuap dan kata korupsi (corruptie¸ 
korruptie, corruptio) diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, 
ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian atau 
ucapan yang menghina atau memfitnah.13  
Dalam arti luas, korupsi berarti menggunakan jabatan untuk keuntungan 
pribadi. Jabatan adalah kedudukan kepercayaan. Seseorang diberi wewenang atau 
kekuasaan untuk bertindak atas nama lembaga. Lembaga itu bisa dalam bentuk 
lembaga swasta atau lembaga pemerintah. 
Dalam pengertian lain, korupsi dapat diartikan sebagai “perilaku tidak 
mematuhi prinsip”, dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat publik. 
Dan keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi akan 
timbul, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme. 
Definisi lain dari pengertian korupsi ialah tingkah laku dan tindakan seorang 
pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal untuk mendapatkan 
                                                          
12Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Edisi Pertama, h. 81-111. 
13Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia Masalah dan Permasalahannya (Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, 1991), h. 9. 
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keuntungan pribadi, atau keuntungan bagi orang-orang tertentu yang berkaitan erat 
dengannya seperti keluarga, karib kerabat, dan teman.14 
Di berbagai negara di dunia banyak istilah yang merujuk pada pengertian 
korupsi itu sendiri. Di Malaysia misalnya kata korupsi diistilahkan dengan “resuah” 
yang berasal dari bahasa Arab (riswah), yang menurut kamus Arab-Indonesia artinya 
sama dengan korupsi.15 Di Muangthai kata korupsi diistilahkan dengan “gin moung” 
yang berarti makan bangsa, di Cina dikenal dengan istilah “tanwu” yang berarti 
keserakahan bernoda, di Jepang dikenal dengan istilah “ashoku” yang berarti kerja 
kotor.16 
Di Indonesia sendiri istilah korupsi pada mulanya masih bersifat umum, dan 
kemudian menjadi istilah hukum sejak dirumuskannya Peraturan Penguasa Militer 
Nomor PRT/ PM’061957 tentang Korupsi. Istilah korupsi yang telah diterima dalam 
perbendaharaan kata bahasa Indonesia, disimpulkan oleh Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai 
tindakan penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk 
keuntungan pribadi atau orang lain.17 
Dalam perkembangannya, Indonesia telah mengambil langkah maju dalam 
mendefinisikan tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 
                                                          
14A. Ubaedillah, Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi, Edisi Pertama (Jakarta: PT 
Fajar Interpratama Mandiri, 2015), h. 230. 
15Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, 
Edisi Revisi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 6. 
16Dani Krisnawati, Eddy O.S Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto, dan Supriyadi, 
Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), h. 36. 
17Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 
Balai Pustaka, 1995), h. 527. 
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Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa: 
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya 
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan 
negara atau perekonomian negara.18 
Berdasarkan definisi korupsi yang digambarkan oleh hukum formil, maka 
yang dimaksud dengan korupsi adalah setiap tindakan dengan tujuan menguntungkan 
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat 
merugikan keuntungan negara atau perekonomian negara digolongkan dalam 
kejahatan tindak pidana korupsi. 
Kata korupsi telah dikenal luas oleh masyarakat, tetapi definisinya belum 
tuntas dibukukan. Pengertian korupsi berevolusi pada tiap zaman, peradaban, dan 
teritorial. Rumusannya bisa berbeda tergantung pada titik tekan dan pendekatannya, 
baik dari perspektif politik, sosiologi, ekonomi, dan hukum. Korupsi sebagai 
fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan 
kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. 
Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh Machiavelli, telah merumuskan sesuatu yang 
disebutnya sebagai korupsi moral (moral corruption).19 Masyarakat pada umumnya 
menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan 
terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan 
merugikan orang lain. Hal yang paling mengidentikkan perilaku korupsi bagi 
                                                          
18Komisi Pemberentasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami 
Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: KPK, 2006), h. 25. 
19Albert Hasibuan, Titik Pandang Untuk Orde Baru (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), h. 
342-347. 
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masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan 
publik untuk keuntungan pribadi. 
Dari definisi-definisi korupsi yang telah dikemukakan, terdapat dua unsur 
pokok didalamnya, yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas 
kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur negara dan pengutamaan 
kepentingan pribadi atau klien diatas kepentingan publik oleh para pejabat atau 
aparatur negara yang bersangkutan. 
Terlepas dari berbagai ragam pengertian dan definisi korupsi, maka dapat 
disimpulkan bahwa korupsi berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan 
publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. 
2. Dasar Hukum Kejahatan Korupsi 
Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah diatur sejak tahun 1957 dalam 
sejumlah peraturan perundang-undangan berikut: 
a. Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/Pm.96/1957 diundangkan tanggal 9 April 
1957 tentang Pemberantasan Korupsi. 
b. Prt/Pm.08/1957 tentang Pemilikan Harta Benda. 
c. Prt/Pm.011 diundangkan tanggal 1 Juli 1957 tentang Persitaan  dan Perampasan 
Barang-Barang. 
d. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 
1958 Nomor PRT/PEPERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan 
Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda. Dalam 
peraturan tersebut korupsi dibedakan menjadi 2 yaitu: Perbuatan  Korupsi Pidana 
dan Perbuatan Korupsi lainnya. Ukuran untuk menentukan Perbuatan Korupsi 
Pidana adalah “dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran” 
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sedangkan Perbuatan Korupsi lainnya ditentukan “dengan atau karena perbuatan 
melawan hukum.” 
e. Undang-Undang Nomor 24 (PRP) Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, 
dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 
24/Prp/1960 ini, tidak dijumpai lagi istilah Perbuatan Korupsi Pidana. Undang-
Undang Nomor 24/Prp/1960 fokus mengatur mengenai tindak pidana korupsi. 
Sedangkan ukuran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Nomor 24/Prp/1960 ini masih tetap mengacu terhadap Peraturan Penguasa 
Militer, yaitu “dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran”. 
Dalam undang-undang ini beberapa pasal ditarik yang terdapat dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana, menjadi satu jenis dengan tindak pidana korupsi 
dan dikenai ancaman pidana yang berat yaitu dua belas tahun penjara dan/atau 
denda setinggi-tingginya satu juta rupiah. 
f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. Pada perkembangan berikutnya Presiden mengeluarkan Keputusan 
Nomor 228 Tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967 tentang Pembentukan Tim 
Pemberantasan Korupsi (TPK) yang tugasnya membantu pemerintah dalam 
memberantas korupsi secepat-cepatnya dan setertib-tertibnya. Dalam tim tersebut 
Jaksa Agung diberi wewenang mengkoordinasikan penyidikan baik terhadap 
pelaku militer maupun sipil, bahkan perkara koneksitas antara orang sipil dan 
militer. Namun demikian, tuntutan masyarakat agar korupsi diberantas tidak 
mengendor sehingga Presiden pada tanggal 31 Januari 1970 mengeluarkan 
Keputusan Nomor 12 Tahun 1970 tentang Pembentukan Komisi 4 yang terdiri 
dari Wilopo, S.H, I.J Kasimo, Prof. Ir Johannes, Anwar Tjokroaminoto agar 
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segala usaha memberantas korupsi dapat berjalan dengan lebih efektif dan 
efisien, dan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1970 tentang pengangkatan 
Dr. Mohammad Hatta sebagai Penasihat Presiden yang mempunyai tugas untuk 
memberikan pertimbangan dalam soal-soal yang berhubungan dengan usaha-
usaha pemberantasan korupsi. 
g. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. Pada tanggal 16 Agustus 1999 Pemerintah mengeluarkan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. 
h. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
i. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi 
yang diundangkan pada tanggal 21 November 2001.20 
3. Pembagian, Bentuk, dan Jenis Korupsi 
a. Pembagian Korupsi 
Ada empat macam pembagian tindak pidana korupsi yakni sebagai berikut: 
1) Korupsi Jalan Pintas, yang banyak dipraktekkan dalam kasus penggelapan 
uang negara, perantara ekonomi dan politik, dimana sektor ekonomi 
membayar untuk keuntungan politik. Contohnya, kasus para pengusaha yang 
menginginkan agar undang-undang perubahan tertentu diberlakukan atau 
peraturan-peraturan yang menguntungkan usaha tertentu untuk tidak direvisi. 
Lalu partai-partai mayoritas memperoleh uang sebagai balas jasa. 
                                                          
20Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, 
h. 61-78. 
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2) Korupsi Upeti, yaitu korupsi yang dimungkinkan karena jabatan strategis. 
 Berkat jabatan tersebut seseorang mendapatkan persentase dari berbagai 
 kegiatan, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, bahkan upeti dari 
 bawahan, kegiatan lain atau jasa dalam suatu perkara, termasuk di dalamnya 
 adalah upaya mark up. Pembagian korupsi yang pertama dibedakan dari yang 
 kedua karena sifat institusional politiknya lebih menonjol. 
3) Korupsi Kontrak, yaitu korupsi yang  tidak bisa dilepaskan dari upaya 
 mendapatkan proyek atau pasar, termasuk dalam kategori ini adalah usaha 
 untuk mendapatkan fasilitas pemerintah. 
4) Korupsi Pemerasan yang terkait dengan jaminan keamanan dan urusan-
urusan  gejolak intern maupun dari lua, perekrutan perwira menengah Tentara 
Nasional Indonesia (TNI) atau polisi menjadi manajer human recourses 
departement, atau pencatuman nama perwira tinggi dalam dewan komisaris 
perusahaan. Penggunaan jasa keamanan seperti di Exxon Mobil di Aceh atau 
Freeport di Papua adalah contoh yang mencolok. Termasuk dalam kategori ini 
juga adalah membuka kesempatan pemilikan saham kepada “orang kuat” 
tertentu.21 
b. Jenis/Bentuk Korupsi 
Di dalam buku “Memahami Untuk Membasmi” yang diterbitkan oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi, seetidaknya ada 7 bentuk/jenis korupsi, yakni: 
1) Perbuatan yang Merugikan Keuangan Negara, yaitu: 
a) Mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan Negara. 
Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 20 
                                                          
21Haryatmoo, Etika Politik dan Kekuasaan (Jakarta: Kompas, 2003), h. 4. 
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Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK); 
b) Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. 
Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi 
pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan 
wewenang kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. 
2) Suap Menyuap, yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau 
 hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak 
 melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. 
3) Penggelapan dalam Jabatan, yaitu seorang pejabat pemerintah yang dengan 
 kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, 
 menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan 
 barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sediri dengan jalan 
 merugikan negara. 
4) Pemerasan, yaitu:  
a) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau 
kepada masyarakat; 
b) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pengawai negeri yang 
lain. Korupsi ini diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. 
5) Perbuatan Curang, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, 
 pengawas proyek, rekan TNI/POLRI yang melakukan kecurangan dalam 
 pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang 
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 lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan 
 keselamatan negara pada saat perang. 
6) Benturan Kepentingan dalam Pengadaan, yaitu kegiatan yang bertujuan 
untuk  menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi 
atau  perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang 
atau jasa ini dipilih setelah proses seleksi yang disebut dengan tender. Pada 
dasarnya tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor 
yang  rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kopetitif, maka 
instansi tesebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak 
boleh  ikut sebagai peserta. Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf  i Undang-
Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
7) Gratifikasi, yaitu pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau 
penyelengara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 
30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang 
diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket, serta fasilitas lainnya. Korupsi jenis ini 
diatur  dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi dan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi.22 
Adami Chazawi dalam bukunya Hukum Pidana Korupsi di Indonesia 
berpendapat bahwa bentuk-bentuk tindak pidana korupsi adalah pidana korupsi yang 
berdiri sendiri dan dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31/1999 yang 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20/2001 (Undang-Undang Pemberantasan 
                                                          
22Komisi Pemberentasan Korupsi, Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami 
Tindak Pidana Korupsi, h. 19-21. 
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Tindak Pidana Korupsi). Rumusan tersebut mengandung unsur-unsur tertentu dan 
diancam jenis pidana dengan sistem pemidanaan tertentu. Adapun bentuk-bentuk 
tindak pidana korupsi yakni sebagai berikut: 
1) Tindak Pidana Korupsi dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau 
 suatu Korporasi, dirumuskan dalam Pasal 2 yang rumusannya adalah sebagai 
 berikut: 
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat 
merugikan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana 
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 
paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milliar 
rupiah); 
(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. 
2) Tindak Pidana Korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, 
 Sarana Jabatan, atau Kedudukan, dirumuskan dalam Pasal 3 yang 
 rumusannya ialah: 
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau 
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan 
pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat 1 
(satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu milliar rupiah). 
3) Tindak Pidana Korupsi Penyuapan dengan Memberikan atau Menjanjikan 
 Sesuatu, yang dirumuskan dalam Pasal 5 yang rumusannya sebagai berikut: 
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua 
ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: 
a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau 
penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau 
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penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu 
dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau 
b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 
karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan 
kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. 
(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima 
pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau 
huruf b dipidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 
4) Tindak Pidana Korupsi Penyuapan pada Hakim dan Advokat, dirumuskan 
 dalam  Pasal 6 yang bunyinya sebagai berikut: 
(1) Dipidana dalam pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 
lama 15 (lima belas tahun) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 
150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:  
a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud 
untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya 
untuk diadili; atau 
b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut 
ketentuan  peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi 
advokat untuk menhadiri  sidang pengadilan dengan maksud untuk 
memengaruhi nasihat atau pendapat  yang akan diberikan 
berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan 
untuk diadili. 
(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) huruf a atau advokat huruf b dipidana dengan pidana 
yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 
5) Korupsi dalam Hal Membuat Bangunan dan Menjual Bahan Bangunan dan 
Korupsi dalam Hal Menyerahkan alat keperluan TNI dan KNRI, yang dimuat 
dalam  satu pasal yakni Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20/2001 yang 
diadopsi dari Pasal 387 dan 388 KUHP yang sejak Undang-Undang Nomor 
31/1971 telah ditarik menjadi tindak pidana korupsi.23 Namun dalam Undang-
Undang yang baru ini, rumusan kedua Pasal tersebut dimuat dalam satu Pasal 
                                                          
23Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1971 Pasal 1 ayat (1) huruf c,” 
dalam Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 
2016), h. 103. 
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(Pasal 7) yang  didasarkan pada alasan efisiensi, karena ancaman pidananya 
disamakan. Pasal 7 dirumuskan sebagai berikut: 
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling 
lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah): 
a. pemborong ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan 
atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan 
bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan 
keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam 
keadaan perang; 
b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau 
penyerahan bahan bangunan sengaja membiarkan perbuatan curang 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a; 
c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan bahan keperluan 
Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik 
Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan 
keselamatan negara dalam keadaan perang; atau 
d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang 
keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang 
sebagaimana dimaksud dalam huruf c. 
(2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang 
menerima penyerahan barang keperluan. Tentara Nasional Indonesia 
atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan 
curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c 
dipidana dengan pidana penjara yang sama sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1). 
6) Korupsi Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Berharga, yang 
 dimuat dalam Pasal 8 yang rumusannya sebagai berikut 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 
lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 
150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau 
orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan 
umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu sengaja 
menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, 
atau membiarkan uang atau surat berharga tersebt diambil atau digelapkan 
oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. 
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7) Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Memalsu Buku-buku dan Daftar-
 daftar, dalam Pasal 9 yang rumusannya adalah: 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp  250.000.000,00 (dua ratus lima 
puluh juta rupiah) pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang diberi 
tugas menjalankan suatu jabatan umum secara memalsu buku-buka atau 
daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. 
8) Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Merusak Barang, Akta, Surat, atau 
 Daftar, yang dirumuskan dalam Pasal 10: 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling 
lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 
(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima 
puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang 
diberi tugas menjalankan  suatu jabatan  umum  secara terus-menenurus 
atau untuk sementara waktu dengan sengaja: 
a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat 
dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk 
meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang, yang 
dikuasainya karena jabatannya; atau 
b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan 
atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar 
tersebut; atau 
c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau 
membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut. 
9) Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau Janji yang Berhubungan 
 dengan Kewenangan Jabatan, yang dirumuskan dalam Pasal 11 Undang-
 Undang Nomor 20/2001:  
Dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 
(lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.  50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima 
puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima 
hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji 
tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan 
dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan 
hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya. 
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10)  Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggaara Negara atau Hakim dan 
 Advokat menerima Hadiah atau Janji; Pegawai Negeri Memaksa Membayar,
 Memotong Pembayaran, Meminta pekerjaan, Menggunakan Tanah Negara, 
 dan Turut Serta dalam Pemborongan, yang dirumuskan dalam Pasal 12 
Undang-Undang Nomor 20/2001 yang rumusannya sebagai berikut: 
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milliar rupiah), yakni sebagai berikut: 
a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau 
janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji 
tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam 
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; 
b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, 
padahal  diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan 
sebagai akibat,  atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan 
kewajibannya; 
c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut 
diduga  bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memengaruhi 
putusan perkara  yang diserahkan kepadanya untuk diadili; 
d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, 
menerima hadiah atau  janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa 
hadiah atau janji tersebut untuk memengaruhi nasihat atau pendapat 
yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada 
pengadilan untuk diadili; 
e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau 
dengan  menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang 
memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan 
potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya; 
f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu 
menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran 
kepada pegawai negeri  atau penyelenggara negara yang lain atau 
kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara 
negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai uang kepadanya, 
padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; 
g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu 
menjalankan tugas, meminta, atau menerima pekerjaan, atau penyerahan 
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barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui 
bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; 
h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu 
menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang diatasnya 
terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya 
bahwa perbuatan tersebut  bertentangan dengan perundang-
undangan; 
i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik hak langsung maupun 
tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, 
pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan mereka 
ditugaskan untuk menguruskan untuk mengurus atau mengawasinya, 
baik seluruh atau sebagian. 
11) Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Meminta Gratifikasi (Pasal 12 huruf  
 b  jo 12 huruf c) 
12) Korupsi Penyuapan pada Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan 
Jabatan, yang dirumuskan dalam Pasal 13 yang bunyinya: 
Setiap orang yang  memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan 
mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau 
kedudukannya, atau   oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada 
jabatan atau kedudukan  tersebut dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun dan atau  denda paling banyak Rp150.000.000,00 
(seratus lima puluh juta rupiah) 
13) Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Hukum Acara Pemberantasan   
 Korupsi, yang pada dasarnya bersifat menghambat, menghalang-halangi 
upaya  penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak 
pidana  korupsi yang dimaksudkan dimuat dalam tiga Pasal yakni Pasal 21, 
22, dan Pasal 24 
14) Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 
430 KUHP dalam Perkara Korupsi (Pasal 23). Enam kejahatan yang ada 
dalam   KUHP menjadi tindak pidana korupsi dengan menyeragamkan 
ancaman pidananya menjadi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 
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paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta 
rupiah). Pasal- pasal kejahatan dalam KUHP yang ditarik ke dalam tindak 
pidana korupsi melalui Pasal 23, ada dua jenis kejahatan, yakni kejahatan 
terhadap penguasa umum (Pasal 220, 231) dan kejahatan jabatan (Pasal 421, 
422, 429, 430), yang singkatnya: 
a) Pasal 220 mengenai laporan atau pengaduan palsu. 
b) Pasal 231 mengenai menarik barang yang disita yang dititipkan oleh hakim. 
c) Pasal 421 mengenai pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa 
melakukan atau tidak melakukan. 
d) Pasal 422 mengenai pegawai negeri yang dalam perkara pidana memeras 
pengakuan. 
e) Pasal 429 mengenai pegawai negeri yang melampaui wewenangnya memaksa 
masuk ke dalam rumah atau ruang/pekerjaan. 
f) Pasal 430 mengenai pegawai negeri yang melampaui kekuasaannya menyuruh 
memperlihatkan atau merampas surat, kartu pos, atau barang paket yang 
diserahkan pada lembaga pengangkutan umum.24 
4. Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam 
Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fiqh 
jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan 
                                                          
24
Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 
2016), h. 25-286. 
 
 
 
40 
 
 
 
kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf sebagai hasil dari pemahaman 
atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur’a>n dan hadis.25 
Tindak pidana korupsi merupakan jari>mah baru dalam hukum Islam. Hal ini 
disebabkan karena tidak ada satupun dalil baik dari al-Qur’a>n maupun hadis yang 
menerangkan tentang korupsi dengan jelas. Meski begitu, sekurang-kurangnya 
terdapat enam jenis jari>mah yang berhubungan dengan praktik korupsi di zaman 
sekarang. Keenam jari>mah tersebut ialah ghulu>l (penggelapan), risywah 
(gratifikasi/suap), ghas}ab (mengambil paksa harta/hak orang lain), khianat, sariqah 
(pencurian), dan h}i>raba>h (perampokan).26 
a. Ghulu>l (Penggelapan) 
Secara etimologis kata ghulu>l berasal dari kata kerja “   ـَﻳ ْﻐ ِﻠ ُﻞ -  َﻏ َﻠ َﻞ ” Masdar, 
invinitive atau verbal noun nya ada beberapa pola “  ِﻐﻟا ﱡﻞ -  ُﻐﻟا ﱠﻠ ُﺔ  -  َﻟا َﻐ َﻠ ُﻞ -  َﻐﻟاو ِﻠ ْﻴ ُﻞ ” semuanya 
diartikan oleh Ibnu al-manzhur dengan “  ِﺷ ﱠﺪ ُة  َﻌﻟا ْﻄ ِﺶ  َو َﺣ َﺰ َرا ُﺗ ُﻪ ”  yaitu sangat kehausan 
kepanasan.27 Lebih spesifik dikemukakan dalam Kitab al-Mu’jam al-Wasit } bahwa 
kata ghulu>l dari kata  َﻏ ﱠﻞ -  ـَﻳ ُﻐ ﱡﻞ  yang berarti “  َﺧ َنﺎ  ِﰱ 
َ
ﳌا  ْﻐ َﺘ ِﻢ  َو َﻏ ِْﲑ ِﻩ ” berkhianat dalam pembagian 
harta rampasan perang atau dalam harta-harta lain.28 Kata “  ُﻐﻟا ُﻠ ْﻮ ُل ” dalam arti 
berkhianat terhadap harta rampasan perang disebutkan firman Allah QS Ali 
‘Imra>n/3: 161. 
                                                          
25Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial (Jakarta: Lembaga Study Islam dan 
Kemasyarakatan, 1992), h. 86. 
26Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, Edisi Pertama (Jakarta: Amzah, 2011), h. 
78. 
27Abul Fadhal Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Manzura al-Afriqi al-Mishri, Lisa>n 
al-‘Arab, Juz 11 (Beirut: Da>ru Sa>dir, t.th.), h. 499; dikutip dalam Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum 
Pidana Islam, Edisi Pertama (Jakarta: Amzah, 2011), h. 79. 
28Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntasir, dkk., al-Mu’jam al-Wasit} (Mesir: Da>r al-Ma’a>rif, 
1972), h. 659; dikutip dalam Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, h. 79. 
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 َﻛ ﺎ ﱠﻣ ٖﺲۡﻔَﻧ ﱡﻞُﻛ ٰﻰﱠﻓَُﻮﺗ ﱠُﻢﺛ ِۚﺔَﻤ َٰﯿِﻘۡﻟٱ َمۡﻮَﯾ ﱠﻞَﻏ ﺎَِﻤﺑ ِتۡﺄَﯾ ُۡﻞﻠَۡﻐﯾ ﻦَﻣَو ۚﱠُﻞﻐَﯾ َنأ ٍّﻲِﺒَﻨِﻟ َنﺎَﻛ ﺎَﻣَو ۡﺖَﺒَﺴ
 َنﻮُﻤَﻠُۡﻈﯾ َﻻ ۡﻢُھَو ١٦١  
Terjemahnya: 
Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. 
Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada 
hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian 
tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan 
(pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.29 
 Definisi ghulu>l secara terminologis dikemukakan oleh Rawas Qala’arji dan 
Hamid Shadiq Qunaibi dengan “ َﺃ َﺧ ﱡﺬ  َﺸﻟا ْﻲ ِء  َو َد ﱡﺳ ُﻪ  ِْﰲ  َﻣ َﺘ ِﻋﺎ ِﻪ ”  yang artinya “mengambil sesuatu 
menyembunyikannya dalam hartanya”.30 
Dari beberapa definisi tersebut, baik secara etimologis maupun terminologis 
dapat disimpulkan bahwa istilah ghulu>l dari Surah Ali ‘Imra>n (3) ayat 161 yang pada 
mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan, atau berlaku 
curang, dan khianat terhadap harta rampasan perang. Akan tetapi, dalam pemikiran 
berikutnya berkembang menjadi tindakan penggelapan terhadap harta baitul mal, 
harta milik bersama kaum muslim, harta bersama dalam suatu kerja sama bisnis, harta 
zakat, dan lain-lain. Ghulu>l juga dimaknai sebagai penyalahgunaan jabatan terhadapat 
amanat. Diantara bentuk perbuatan ghulu>l misalnya menerima hadiah atau komisi 
dalam kapasitasnya sebagai seorang petugas atau pejabat dalam rangka menjalankan 
tugas. Bentuk lain dari perbuatan ghulu>l ialah perbuatan kolutif, yaitu mengangkat 
orang-orang dari keluarga, teman, atau sanak kerabatnya yang tidak memiliki 
                                                          
29Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 104. 
30Muhammad Rawas Qala’arji dan Hamid Shadiq Qunaibi, Mu’jam Lughat al-Fuqaha >’ 
(Beirut: Da>r al-Nafi>s, 1985), h. 334; dikutip dalam Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, 
h. 81. 
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kemampuan untuk menduduki jabatan tertentu, padahal ada orang lain yang lebih 
mampu dan pantas menduduki jabatan tersebut. 
b. Risywah (Penyuapan) 
Secara etimologis kata risywah berasal dari bahasa arab “  َر َﺷ ﺎ-  ـَﻳ ْﺮ ُﺷ ْﻮ ” yang 
masdar atau verbal noun nya bisa dibaca “  ِر ْﺷ َﻮ ٌة ” “  َر ْﺷ َﻮ ٌة ” atau “  ُر ْﺷ َﻮ ٌة ” (huruf ra’-nya dibaca 
kasrah, fath}ah atau d}ammah) berarti “  َﳉا ْﻌ ُﻞ ” yaitu upah, hadiah, komisi, atau suap. 
Ibnu manzhur juga mengemukakan penjelasan Abul Abas tentang makna kata 
risywah, ia mengatakan bahwa kata risywah berbentuk dari kalimat “  َر َﺷ َﻔﻟا ﺎ ْﺮ ُخ ” anak 
burung merengek-rengek ketika mengangkat kepalanya kepada induknya untuk 
disuapi.31 Sedangkan secara terminologis, risywah adalah sesuatu yang diberikan 
dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka 
membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar.32 Adapun dalil tentang 
risywah ialah: 
 َﻋ ُ ﱠ ا ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠ ا ُلﻮُﺳَر َﻦَﻌَﻟ َلﺎَﻗ وٍﺮْﻤَﻋ ِﻦْﺑ ِ ﱠ ا ِﺪْﺒَﻋﻲَِﺸﺗْﺮُﻤْﻟاَو ﻲِﺷا ﱠﺮﻟا َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠ  
Artinya: 
Rasulullah saw. melaknat orang yang menyuap dan yang disuap.33 
Dari uraian tentang pengertian dan hukum risywah dapat disimpulkan bahwa 
risywah atau suap adalah suatu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim, 
                                                          
31Ibnu Manzhur, Lisa>n al-‘Arab, Juz 14 (Beirut: Da>ru Sa>dir, 1956.), h. 322; dikutip dalam 
Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, h. 89. 
32Ibrahim Anis, dkk., al-Mu’jam al-Wasit} (Cet. II; Mesir: Majma’ al-Lughah al-Arabiyyah, 
1972), h. 348; dikutip dalam Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, h. 89. 
33al-Syaukani, Nail al-Aut}a>r, Juz 9 (Beirut: Da>r al-Fikr, t.th.), h. 172; dikutip dalam Nurul 
Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, h. 91. 
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petugas atau pejabat tertentu dengan tujuan yang diinginkan oleh kedua belah pihak, 
baik pemberi maupun penerima pemberian tersebut. 
Berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku risywah, Abdullah Muhsin al-
Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku tindak pidana suap masuk dalam 
kategori sanksi-sanksi ta’zir yang kompetensinya ada di tangan hakim karena sanksi 
hukum pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas oleh syariat (al-
Qur’a>n dan hadis). Untuk menentukan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah 
hukum Islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup 
bermasyarakat sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan 
jenis tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan dengan lingkungan dimana 
pelanggaran itu terjadi, dikaitkan dengan motivasi-motivasi yang mendorong sebuah 
tindak pidana dilakukan.34 
c. Ghas}ab (Mengambil paksa hak/harta orang lain) 
Secara etimilogis ghas}ab berasal dari kata kerja “  َﻏ َﺼ َﺐ –  ـَﻳ ْﻐ ِﺼ ُﺐ -  َﻏ ْﺼﺒ ًﺎ ” yang 
berarti “ َﺃ َﺧ َﺬ ُﻩ  ـَﻗ ْﻬ ًﺮ َو ا ُﻇ ْﻠ ًﻤﺎ ” mengambil sesuatu secara paksa dan zalim.35 Muhammad al-
Khatib al-Syarbini menjelaskan definisi ghas}ab secara etimologis, yaitu “  َﻮُﻫ  ﱡﻟ َﻐ ُﺔ َﺃ ْﺧ ُﺬ  َﺸﻟا ْﻲ ِء 
 ُﻇ ْﻠ ًﻤ َو ﺎ  ـَﻗ ْﺒ َﻞ َﺃ ْﺧ ِﺬ  ُﻇ ْﻠ ًﻤ ِﺟ ﺎ َﻬ ًرﺎا ” mengambil sesuatu secara zalim, sebelum mengambilnya secara 
zalim (ia melakukannya juga) secara terang-terangan.36 Sedangkan al-Jurjani 
mendefinisikan ghas}ab secara etimologis dengan “ َﺃ ْﺧ ُﺬ  َﺸﻟا ْﻲ ِء  ُﻇ ْﻠ ًﻤ َﻣ ﺎ ًﻻﺎ َﻛ  َنﺎ َﺃ ْو َﻏ ِْﲑ ِﻩ ” mengambil 
                                                          
34al-Thariqi, Jarimah ar-risywah fi al-Syariah al-Isla>miyyah (t.d.), h. 113; dikutip dalam 
Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, h. 103. 
35Ibrahim Anis, dkk., al-Mu’jam al-Wasit}, h. 653; dikutip dalam Nurul Irfan, Korupsi dalam 
Hukum Pidana Islam, h. 105. 
36Muhammad al-Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhta>j ila> Ma’rifati Ma’a>ni al-Fa>zi al-
Minha>j, Juz 2 (Beirut: Da>r al-Fikr, t.th.), h. 275; dikutip dalam Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum 
Pidana Islam, h. 105. 
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sesuatu secara zalim, baik yang diambil itu harta atau yang lain.37 Sedangkan secara 
terminologis ghas}ab didefinisikan sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain 
secara permusuhan/terang terangan.38 Jadi ghas}ab adalah mengambil harta atau 
menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan 
terkadang dengan kekerasan serta dilakukan secara terang-terangan. 
Para ulama sepakat menyatakan bahwa ghas}ab merupakan perbuatan terlarang 
dan hukumnya haram dilakukan. Dalam hal ini, Imam al-Nawawi mengatakan bahwa 
pada prinsipnya seluruh kaum muslim sepakat menyatakan bahwa ghas}ab hukumnya 
haram.39 
Dalil-dalil tentang larangan melakukan ghas}ab terdapat dalam beberapa ayat 
al-Qur’a>n. Di antara ayat yang melarang perbuatan ghas}ab adalah firman Allah swt. 
dalam QS An-Nisa>’/4:29. 
 ََﺮﺗ ﻦَﻋ ًةَﺮ َٰﺠِﺗ َنﻮَُﻜﺗ َنأ ٓ ﱠِﻻإ ِﻞِﻄ َٰﺒۡﻟﭑِﺑ ﻢُﻜَﻨۡﯿَﺑ ﻢَُﻜﻟ َٰﻮَۡﻣأ ْآُﻮﻠُﻛَۡﺄﺗ َﻻ ْاُﻮﻨَﻣاَء َﻦﯾِﺬﱠﻟٱ ﺎَﮭﱡَﯾﺄٓ َٰﯾ ۚۡﻢُﻜﻨ ِّﻣ ٖضا
ﺎٗﻤﯿِﺣَر ۡﻢُﻜِﺑ َنﺎَﻛ َ ﱠ ٱ ﱠنِإ ۚۡﻢُﻜَُﺴﻔَﻧأ ْآُﻮُﻠﺘَۡﻘﺗ َﻻَو ٢٩   
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.40 
 
                                                          
37Ali bin  Muhammad Al-Jurjani, Kita>b al-Ta’rifa>t (Beirut: Da>r al-Hikmah, t.th.), h. 162; 
dikutip dalam Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, h. 105. 
38Muhammad al-Khatib Al-Syarbini, Mughni al-Muhta>j ila> Ma’rifati Ma’a>ni al-Fa>zi al-
Minha>j, h. 275; dikutip dalam Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, h. 105. 
39Al-Nawawi, al-Majmu >’ Syarh al-Muhadzdzab, Juz 14 (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, t.th.), 
h. 62; dikutip dalam Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, h. 106. 
40Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 122. 
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Dan juga firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 188. 
 َۡﻣأ ۡﻦ ِّﻣ ﺎٗﻘﯾِﺮَﻓ ْاُﻮﻠُﻛَۡﺄﺘِﻟ ِمﺎﱠﻜُﺤۡﻟٱ َﻰﻟِإ ٓﺎَﮭِﺑ ْاُﻮﻟُۡﺪﺗَو ِﻞِﻄ َٰﺒۡﻟﭑِﺑ ﻢُﻜَﻨۡﯿَﺑ ﻢَُﻜﻟ َٰﻮَۡﻣأ ْآُﻮﻠُﻛَۡﺄﺗ َﻻَو ِسﺎﱠﻨﻟٱ ِل َٰﻮ
 َنﻮُﻤَﻠَۡﻌﺗ ُۡﻢﺘَﻧأَو ِﻢۡﺛ ِۡﻹﭑِﺑ١٨٨  
Terjemahnya: 
Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara 
kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta 
itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta 
benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.41 
Dalam dua ayat tersebut tersirat secara tegas bahwa Allah melarang memakan 
harta antara satu orang dengan orang lain secara batil. Memakan harta sesama dengan 
cara batil adalah perbuatan ghas}ab karena didalamnya terdapat unsur merugikan 
pihak lain atau tepatnya ghas}ab termasuk melanggar larangan Allah. 
Dari pengertian dan dalil-dalil larangan tentang ghas}ab, diketahui bahwa tidak 
ada satu nash pun yang menjelaskan tentang bentuk, jenis, dan jumlah sanksi hukum 
bagi pelaku ghas}ab. Oleh karena itu, ghas}ab  merupakan jari>mah ta’zi>r. Namun untuk 
jari>mah atau tindak pidana ghas}ab, ada sanksi tertentu yang apabila dihubungkan 
dengan kategorikan hukum di Indonesia, sanksi bagi pelaku ghas}ab termasuk dalam 
jenis sanksi perdata bukan sanksi pidana.  
d. Khianat 
Kata khianat berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk verbal noun 
atau masdar dari kata kerja “  َﺧ َنﺎ -  َُﳜ ْﻮ ُن ”. Selain “  ِﺧ َﻴ َﻧﺎ ُﺔ ” bentuk masdar-nya bisa berupa 
“  َﺧ ْﻮ ًﻧﺎ-  َﺧ َﻧﺎ ٌﺔ -  َُﳐ َﻧﺎ ٌﺔ ” yang semuanya berarti “ َﺃ ْن  ْﺆُـﻳ ََﲤ َﻦ اِﻹ ْﻧ َﺴ َنﺎ  َﻓ َﻼ ـَﻳ  ْﻨ َﺼ ُﻊ ” sikap tidak becusnya 
                                                          
41Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 46. 
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seseorang pada saat diberikan kepercayaan.42 Bentuk isim fa’il/pelaku dari kata 
kerja  “  َﺧ َنﺎ -  َُﳜ ْﻮ ُن ” adalah “  َﺧﺎِﺌ ٌن ” dalam kitab al-Misbah al-Munir, al-Fayumi 
mengartikan dengan “  ُﻫ َﻮ ﱠﻟا ِﺬ َﺧ ى َنﺎ  َﻣ َﺟ ﺎ َﻌ َﻞ  َء َﻟ ْﻴ ِﻪ َﺃ ِﻣ ـْﻴ ًﻨﺎ ” yaitu sesorang yang berkhianat terhadap 
sesuatu yang dipercayakan kepadanya43 dan oleh al-Syaukani dalam Nail al-Aut}a>r 
diberi penjelasan bahwa “  َﺧﺎِﺌ ٌن ” adalah “  َﻣ ْﻦ ﯾ َ◌ْﺃ ُﺧ ُﺬ  
َ
ﳌ ا َلﺎ  َﺧ ِﻔ ﱠﻴ ٌﺔ  َو َﻳ ْﻈ َﻬ ُﺮ  ُﻨﻟا ْﺼ ِﺢ َﻤﻠﻟ ِﺎ ِﻚﻟ ” yaitu orang 
yang mengambil secara sembunyi-sembunyi dan menampakkan perilaku baiknya 
terhadap pemilik harta tersebut.44 
Dengan demikian, ungkapan khianat juga digunakan bagi seseorang yang 
melanggar atau mengambil hak orang lain dan dapat pula dalam bentuk pembatalan 
sepihak dalam perjanjian yang dibuat, khususnya dalam masalah utang-piutang atau 
masalah muamalah secara umum. 
e. Sariqah (Pencurian) 
Secara etimologis, sariqah adalah bentuk masdar atau verbal noun dari kata 
“  َﺳ َﺮ َق –  َﻳ ْﺴ ِﺮ ُق -  َﺳ ْﺮ ًﻗﺎ ” yang berarti “ َﺃ َﺧ َﺬ  َﻣ َﻟﺎ ُﻪ  ُﺧ ْﻔ َﻴ ًﺔ  َو ِﺣ ـْﻴ َﻠ ٌﺔ ” yaitu mengambil harta milik seseorang 
secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya.45 Sedangkan secara terminologis, 
sariqah dalam syariat Islam adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham 
yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan 
oleh  seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat 
                                                          
42Ibnu Manzhur, Lisa>n al-‘Arab, Juz 13, h. 144; dikutip dalam Nurul Irfan, Korupsi dalam 
Hukum Pidana Islam, h. 111. 
43Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Maqri al-Fayumi, al-Misba>h al-Muni>r fi Ghari>b al-Syarh 
al-Kabi>r li al-Ra>fi’i> (Cet. I; Beirut: Da>r al-Kutub al-Islamiyyah, 1994), h. 184; dikutip dalam Nurul 
Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, h. 111. 
44Al-Syaukani, Nail al-Aut}a>r, Juz 7, h. 304; dikutip dalam Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum 
Pidana Islam, h. 111. 
45A.W Munawwir, Kamus al-munawwir Arab Indonesia Terlengkap (Cet. XIV; Surabaya: 
Pustaka Progressif, 1997), h. 628; dikutip dalam Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, h. 
117. 
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sehingga bila barang tersebut kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka 
tidak dikategorikan sebagai pencurian.46 Jadi, sariqah adalah mengambil barang atau 
harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang 
biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut. 
Sariqah dilarang tegas oleh Allah melalui firman-Nya QS al-Ma>idah/5: 38. 
 ِﻜَﺣ ٌﺰﯾِﺰَﻋ ُ ﱠ ٱَو ِۗ ﱠ ٱ َﻦ ِّﻣ ٗﻼ َٰﻜَﻧ ﺎَﺒَﺴَﻛ ﺎَِﻤﺑ َۢٓءاَﺰَﺟ ﺎَﻤُﮭَﯾِﺪَۡﯾأ ْآُﻮﻌَﻄۡﻗﭑَﻓ ُﺔَﻗِرﺎﱠﺴﻟٱَو ُقِرﺎﱠﺴﻟٱَو ٞﻢﯿ ٣٨   
Terjemahnya: 
Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan 
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai 
siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.47 
Dari ayat tersebut dapat diketahui bentuk sanksi hukum bagi pelaku pencurian 
yaitu potong tangan. Adapun pencurian dikenakan hukum had potong tangan jika 
telah memenuhi beberapa syarat dan unsurnya. Syarat-syarat jari>mah sariqah ialah 
pelaku telah dewasa dan berakal sehat, pencurian tidak dilakukan karena pelakunya 
sangat terdesak oleh kebutuhan hidup, tidak terdapat hubungan kerabat antara pihak 
korban dengan pelaku, tidak terdapat unsur syubhat dalam hal kepemilikan, dan 
pencurian tidak terjadi pada saat peperangan di jalan Allah.48 Adapun unsur-unsur 
jari>mah sariqah yaitu unsur tindakan mengambil secara sembunyi-sembunyi, unsur 
benda yang diambil berupa harta, unsur benda yang diambil adalah hak milik orang 
                                                          
46Ali bin Muhammad Al-Jurjani, Kita>b al-Ta’rifa>t, h. 118; dikutip dalam Nurul Irfan, Korupsi 
dalam Hukum Pidana Islam, h. 105. 
47Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 165. 
48Shaleh Sa’id al-Haidan, Hal al-Muttaham, fi Majli>s al-Qada>’ (Cet. I; Riyadh: Masa>fi, 
1984), h. 81; dikutip dalam Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, h. 119. 
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lain, dan unsur al-qasd al-jina’i > yaitu unsur melawan hukum.49 Syarat dan unsur 
jari>mah sariqah tersebut harus dipenuhi, sebab apabila salah satu dari syarat dan 
unsur jari>mah sariqah tersebut tidak terpenuhi maka hukuman potong tangan 
dibatalkan dan beralih kepada hukuman ta’zi>r. 
f. H{i>raba>h (Perampokan) 
Secara etimologis, h}i>raba>h adalah bentuk masdar atau verbal noun dari kata 
kerja “  َﺣ َرﺎ َب  -  َُﳛ ِرﺎ ُب -  َُﳏ َرﺎ َﺑ ٌﺔ -  َو َﺣ َﺮ َﺑا ٌﺔ ” yang berarti “  َﻗ ـَﺗﺎ َﻠ ُﻪ ” yakni memerangi50 atau dalam 
kalimat “   ﺣ  رﺎ  ب   ﷲ ” berarti seseorang bermaksiat kepada Allah.51 Adapun secara 
terminologis, muha>rib atau qutta >’u al-tari>q adalah mereka yang melakukan 
penyerangan dengan membawa senjata kepada satu komunitas orang sehingga para 
pelaku merampas harta kekayaan mereka di tempat-tempat terbuka secara terang-
terangan.52 Jadi, h}i>raba>h atau perampokan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan 
oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam 
rumah maupun di luar rumah, dengan tujuan untuk menguasai atau merampas harta 
benda milik orang lain tersebut atau dengan maksud membunuh korban atau sekadar 
bertujuan untuk melakukan teror dan menakut-nakuti pihak korban.53 
                                                          
49Abdul Qadir Audah, al-Tasyri>’ al-Jina’i> al-Isla>mi>, Juz 2 (Cet. II; Beirut: Muassasah al-
Risalah, 1992), h. 518; dikutip dalam Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, h. 119. 
50
Louis Ma’luf, al-Munjid fi al-Lughah (Beirut: Dar al-Masyriq, 1977), h. 124; dikutip dalam 
Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, h. 122. 
51
Ibrahim Anis, dkk., al-Mu’jam al-Wasit}, h. 163; dikutip dalam Nurul Irfan, Korupsi dalam 
Hukum Pidana Islam, h. 127. 
52Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi’i, al- Umm, Juz 7 (t.t.: Maktabah al-Kulliyah al-
Azhariyyah, 1961), h. 265; dikutip dalam Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, h. 123. 
53Syamsuddin Muhammad bin Abi al-Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin al-Ramli 
al-Manifi>, al-Mishri al-Anshari, Niha>yah al-Muhta>j ila > Syarh al-Minha>j, Juz 8 (Mesir: Mustafa > al-
Ba>bi> al-Halabi> wa Aula>duh, 1938), h. 2; dikutip dalam Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana 
Islam, h. 123. 
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Dalil naqli tentang perampokan disebutkan secara tegas dalam QS al-
Ma>idah/5: 33. 
 َۡوأ ْآُﻮﻠﱠ َﺘُﻘﯾ َنأ ًادﺎَﺴَﻓ ِضَۡرۡﻷٱ ِﻲﻓ َنۡﻮَﻌۡﺴَﯾَو ۥُﮫَﻟﻮُﺳَرَو َ ﱠ ٱ َنُﻮﺑِرﺎَُﺤﯾ َﻦﯾِﺬﱠﻟٱ ْاُؤ
ٓ َٰﺰَﺟ ﺎَﻤﱠِﻧإ
 ﱠﻄَُﻘﺗ َۡوأ ْآُﻮﺒﱠﻠَُﺼﯾ ﻲِﻓ ٞيۡﺰِﺧ ۡﻢَُﮭﻟ َﻚِﻟ َٰذ ِۚضَۡرۡﻷٱ َﻦِﻣ ْاَۡﻮﻔُﻨﯾ َۡوأ ٍﻒ َٰﻠِﺧ ۡﻦ ِّﻣ ﻢُُﮭﻠُﺟَۡرأَو ۡﻢِﮭﯾِﺪَۡﯾأ َﻊ
 ٌﻢﯿِﻈَﻋ ٌبَاﺬَﻋ ِةَﺮِٓﺧۡﻷٱ ﻲِﻓ ۡﻢَُﮭﻟَو ۖﺎَﯿۡﻧﱡﺪﻟٱ٣٣   
Terjemahnya: 
Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan 
Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh 
atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau 
dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu 
penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang 
besar.54 
Dari uraian mengenai dalil dan sanksi hukum pelaku perampokan, dapat 
disimpulkan bahwa h}i>raba>h termasuk dalam jari>mah hudu>d karena bentuk sanksinya 
sudah ditetapkan oleh al-Qur’a>n yakni dihukum mati, disalib, dipotong tangan dan 
kakinya secara bersilang, dan diasingkan.  
Regulasi hukum pidana Islam menempatkan tindak pidana korupsi tidak 
masuk dalam kategori jari>mah hudu>d. Tidak seperti jari>mah sariqah maupun jari>mah 
h}i>raba>h yang sanksinya telah disebutkan dalam al-Qur’a>n sehingga kedua jenis 
jari>mah ini masuk dalam kategori jari>mah hudu>d, sanksi bagi pelaku tindak pidana 
korupsi tidak disebutkan dalam al-Qur’a>n maupun hadis sehingga bisa dikatakan 
korupsi masuk dalam kategori jari>mah ta’zi>r. Ta’zi>r secara etimologis ialah bentuk 
masdar atau verbal noun dari kata kerja “  َﻋ ﱠﺰ َر -  ـُﻳ َﻌ ِّﺰ ُر ” yang berarti “  ﱠﺮﻟا ﱡد  َو ْﻟا َﻤ ْﻨ ُﻊ ” yakni 
menolak atau mencegah. Sedangkan pengertian ta’zi>r secara terminologis adalah 
pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had syar’i, seperti pengajaran terhadap 
                                                          
54Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 164. 
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seseorang yang mencaci maki (pihak lain), tetapi bukan menuduh orang lain berbuat 
zina.55 
Ta’zi>r bisa menjadi alternatif sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi. Ta’zi>r 
merupakan sebuah sanksi hukum yang diberlakukan kepada seorang pelaku jari>mah 
atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik berkaitan dengan 
hak Allah maupun hak manusia dan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud tidak 
termasuk dalam kategori hukuman hudu>d dan kafarat. Oleh karena hukuman ta’zi>r 
tidak ditentukan secara langsung oleh al-Qur’a>n dan hadis sehingga jenis 
hukumannya menjadi keputusan hakim atau penguasa setempat.  
Namun demikian, walaupun tindak pidana korupsi hanya masuk dalam 
jari>mah ta’zi>r, bukan berarti jenis atau bentuk hukum ta’zi>r nya berupa hukuman 
ringan mengingat bahaya dan pengaruh negatifnya bisa lebih besar dari sekedar 
mencuri dan merampok maka bentuk hukuman ta’zi>r nya dapat berupa hukuman 
penjara seumur hidup bahkan bisa berupa hukuman mati. 
C. Tinjauan Umum Kejaksaan 
1. Pengertian Kejaksaan 
Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan 
negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang 
penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan 
penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat serta 
kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara 
tersebut diselenggarakan oleh: 
                                                          
55Ibrahim Anis, dkk., al-Mu’jam al-Wasit>, h. 598; dikutip dalam Nurul Irfan, Korupsi dalam 
Hukum Pidana Islam, Edisi Pertama (Jakarta: Amzah, 2011), h. 127. 
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a. Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah 
hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung 
dipimpin oleh seorang Jaksa Agung. 
b. Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya 
meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala 
Kejaksaan Tinggi. 
c. Kejaksaan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah 
hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh 
seorang kepala Kejaksaan Negeri.56 
2. Dasar Hukum Kejaksaan 
Undang-Undang tentang Kejaksaan sudah diatur sejak tahun 1961 dalam 
sejumlah peraturan perundang-undangan berikut: 
a. Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1959, yang berdasarkan undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1969, telah menjadi undang-undang. Berdasarkan undang-
undang tersebut, antara lain dinyatakan bahwa: 
1) Jaksa Agung berwenang, baik dalam bidang Kepolisian preventif, maupun 
 dalam bidang Kepolisian Repressief (Pasal 1); 
2) Memberikan wewenang kepada Jaksa Agung untuk melakukan tindakan 
 penahanan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan tertentu dan 
 menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam HIR (Pasal 3). 
b. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Politik 
Kejaksaan Republik Indonesia yang antara lain menyatakan bahwa: 
                                                          
56“Kejaksaan Agung Republik Indonesia,” Wikipedia the Free Encyclopedia. 
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Agung_Republik_Indonesia (20 Februari 2017). 
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1) Kejaksaan Agung adalah alat negara penegak hukum (Pasal 1 ayat 1); 
2) Mengadakan penuntutan dalam perkara-perkara pidana pada pengadilan yang 
 berwenang (Pasal 2 ayat 1 huruf a); 
3) Menjalankan keputusan dan pendapat hakim pidana; 
4) Mengadakan penyelidikan terhadap kejahatan dan pelanggaran (Pasal 2 ayat 
2,  jo Pasal 10); 
5) Mengkoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dan 
 undang-undang hukum acara pidana dan lain-lain peraturan negara (Pasal 2 
 ayat 2, Pasal 7 ayat 2); 
6) Mengawasi aliran-aliran kepercayaan  yang dapat membahayakan masyarakat 
 dan negara (Pasal 2 ayat 3); 
7) Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi (Pasal 7 ayat 1); 
8) Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara, demi kepentingan umum 
 (Pasal 8); 
c. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1961, yang menyatakan bahwa Jaksa 
Agung mengetahui Tim Pemberantas Korupsi (TPK). 
d. Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1962, yang berisi ketentuan tentang Jaksa 
Agung berdasarkan petunjuk Presiden diberikan wewenang untuk melakukan 
penawanan dan pengusiran terhadap oknum-oknum yang terdapat petunjuk akan 
membahayakan kepentingan negara dan bangsa. 
e. Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 (berdasarkan Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1966 telah menjadi undang-undang), mencantumkan ketentuan bahwa 
Jaksa Agung demi kepentingan umum dapat melarang beredarnya barang-barang 
cetakan. 
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f. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967, antara lain mengenai: 
1) Jaksa Agung berwenang melakukan pengusutan atau pemeriksaan 
pendahuluan  terhadap mereka, baik sipil maupun ABRI yang diduga atau 
terdapat petunjuk  telah melaksanakan tindakan penyelundupan (Pasal 1 ayat 1); 
2) Jaksa Agung mengetahui Tim Penyelidik dan Penuntutan Perkara 
 Penyelundupan (TP4). 
g. Keputusan Presiden Nomor 313 Tahun 1968, menyatakan bahwa Kejaksaan 
mewakili negara di muka pengadilan dalam perkara perdata. 
h. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1970, mengenai wewenang dan kekuasaan 
Jaksa Agung tentang cara penindakan terhadap anggota-anggota atau pemimpin 
(pimpinan) MPRS, DPR GR (Gotong Royong). 
i. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1985 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemilihan  Umum dan Panitia Pemilihan 
Indonesia (Pasal 60 dan Pasal 61). Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan 
Umum Pusat (PANWASALAK PUS) terdiri dari seorang ketua merangkap 
anggota, yang dijabat oleh Jaksa Agung. 
j. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1986 tentang 
Musyawarah Pimpinan Daerah, terutama ditegaskan dalam Pasal 2 bagian (a), 
(b), (c), Pasal 4 ayat (1) Nomor 4 dan Pasal 4 ayat (2) Nomor 4. 
k. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 
Dalam undang-undang ini kejaksaan tidak disebut lagi sebagai “alat negara” 
tetapi menyebutnya sebagai “lembaga pemerintahan yang melaksanakan 
kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam tatanan susunan kekuasaan badan-
badan penegak hukum dan keadilan”. Penegasan ini lebih mempertajam dari 
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rumusan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 yang menempatkan kejaksaan 
sepenuhnya berada dalam ranah eksekutif. 
l. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 
Dalam Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia adalah 
lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang 
penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan 
sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai kedudukan 
sentral dalam penegakan hukum, karena hanya intuisi kejaksaan yang dapat 
menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau  tidak 
berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Kejaksaan juga 
merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive 
ambtenaar). Karena itulah, undang-undang Kejaksaan yang baru ini dipandang 
lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik 
Indonesia sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan 
negara di bidang penuntutan.57 
3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan 
Dalam Bab III Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan, dijelaskan bahwa tugas dan wewenang jaksa secara umum ialah: 
a. Di bidang pidana: 
1) Melakukan penuntutan; 
                                                          
57Ilham Gunawan, Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik, 
Cetakan Pertama, h. 60-62. 
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2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah memperoleh kekuatan 
 hukum tetap; 
3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, 
 putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat; 
4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-
 undang; 
5) Melengkapi berkas perkara tertentu untuk itu dapat melakukan pemeriksaan 
 tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaanya 
 dikoordinasikan dengan penyidik; 
b. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat 
bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau 
pemerintah. 
c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut 
menyelenggarakan kegiatan: 
1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 
2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum; 
3) Pengamanan peredaran barang cetakan; 
4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan 
 negara; 
5) Pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama; 
6) Penelitian dan pengembangan hukum serta stastistik kriminal. 
56 
 
BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
Metodologi merupakan sistem panduan untuk memecahkan persoalan dengan 
komponen spesifikasinya adalah bentuk, tugas, metode, teknik dan alat. Penelitian 
adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara 
terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan 
jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.1 Dengan demikian, metodologi 
penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh 
pelaku suatu disiplin ilmu. 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
 Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian 
lapangan yang disebut pula dengan istilah Field Research yaitu penelitian yang 
dilakukan langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi atau data yang 
berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. 
Lokasi penelitian dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang 
beralamat di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo KM. 4 No. 244, Panakkukang, Sinrijala, 
Kec. Makassar, Sulawesi Selatan, 90231. Lokasi ini dipilih karena Kejaksaan Tinggi 
merupakan salah satu lembaga aparat hukum yang berwenang untuk menangani 
kasus-kasus tindak pidana. 
 
 
                                                          
1Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), h. 65-66. 
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B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah 
dengan pendekatan penelitian yuridis empiris/sosiologis yaitu dengan cara melakukan 
penelitian dalam praktik di lapangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini yaitu 
dengan cara riset dan wawancara pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan guna 
mendapatkan pendapat-pendapat untuk menunjang penelitian ini dan kemudian 
ditunjang dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan 
dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan skripsi ini.  
C. Sumber Data 
Dalam penelitian ini digunakan sumber data ke dalam dua jenis data yaitu:  
1. Data Primer 
Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari 
individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil kuesioner 
yang biasa dilakukan oleh peneliti.2 Adapun sumber data primer ini jumlahnya 4 
orang informan dan yang menjadi informan adalah sebagai berikut: 
a. Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus  
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan  :   2 orang 
b. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan 
Tinggi Sulawesi Selatan    :   2 orang 
     Jumlah  :   4 orang 
                                                          
2Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Edisi Kedua (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2014), h. 42. 
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2. Data Sekunder 
Data sekunder diperoleh dari sumber sekunder berupa bacaan-bacaan yang 
berkaitan atau relevan dengan penelitian seperti buku-buku hukum atau jurnal. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan 
penelitian. Melalui pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan, untuk 
selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Adapun metode pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Wawancara, merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. 
 Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang 
 diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan 
 daftar pernyataan untuk dijawab pada kesempatan lain.3 
2. Observasi, yaitu menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara 
 langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.4 
3. Studi Kepustakaan, yaitu mengacu pada data-data yang tersedia yang pernah 
 ditulis peneliti sebelumnya dimana ada hubungannya dengan masalah yang 
 ingin dipecahkan.5 
 
 
 
                                                          
3Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Edisi Kedua, h. 51. 
4Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Edisi Kedua, h. 51. 
5Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Edisi Pertama (Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 2006), h.52. 
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E. Instrumen Penelitian 
Instrumen Penelitian adalah “…alat pengumpulan data yang disesuaikan 
dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi 
penelitian.”6 Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan sebagai berikut: 
1. Peneliti sebagai instrumen utama; 
2. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan 
yang berupa daftar pertanyaan; 
3. Buku catatan dan alat tulis; 
4. Tape Recorder; 
5. Kamera. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Pengolahan Data 
Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data 
yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, 
rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini 
antara lain sebagai berikut: 
a. Pengumpulan data yaitu peneliti semua data secara objektif dan apa adanya dari 
hasil observasi dan pengamatan di lapangan 
b. Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok sesuai dengan fokus penelitian. 
Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 
                                                          
6Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: 
Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian (Makassar: Alauddin Press, 2013), h.17. 
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menggolongkan, mengarahkan, dan membuang apa yang tidak perlu dan 
mengurutkan data. Data-data yang telah direduksi memberi gambaran yang lebih 
tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya 
sewaktu-waktu yang diperlukan 
c. Penyajian data yaitu dengan mengumpulkan informasi tersusun yang 
memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 
tindakan 
d. Pengambilan Kesimpulan yang didasarkan pada reduksi data dan penyajian data 
yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam masalah ini 
2. Analisis Data 
Analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah 
berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data 
kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan 
yang dapat dikelolah, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 
menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang 
dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Ketajaman analisis peneliti dalam menyajikan sebuah data tidak serta merta 
menjadikan hasil temuan peneliti sebagai data yang akurat dan memiliki tingkat 
keercayaan yang tinggi. Perlu melewati pengujian data terlebih dahulu sesuai dengan 
prosedural yang telah ditetapkan sebagai seleksi akhir dalam menghasilkan atau 
memproduksi temuan baru. Oleh karena itu, sebelum melakukan publikasi hasil 
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penelitian, peneliti terlebih dahulu harus melihat tingkah kesahihan data tersebut 
dengan melakukan pengecekan data melalui pengujian keabsahan data. 
Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang 
lebih menekankan pada data/informasi. Dalam penelitian kualitatif untuk 
mendapatkan data yang valid dan reliabel yang diuji adalah datanya. Temuan atau 
data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan 
peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.Suatu 
penelitian diorientasikan pada derajat keilmiahan data penelitian. Maka suatu 
penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat memperoleh 
kesimpulan yang objektif, artinya bahwa suatu penelitian bila telah memenuhi standar 
objektifitas maka penelitian tersebut dianggap telaah teruji keabsahan data 
penelitiannya.  
Dalam teknik pemeriksaan data ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. 
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 
yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 
terhadap data itu.7 
                                                          
7Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi 
Aksara, 2003), h. 88. 
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Tabel 1. 
Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan, Penyidikan, 
Penuntutan, serta Eksekusi di Kejati, Kejari, dan Cabjari Se-Sulawesi Selatan dan 
Barat Tahun 2015 
 
NO KEJAKSAAN PENYELIDIKAN PENYIDIKAN PENUNTUTAN EKSEKUSI 
1 KEJATI SULAWESI SELATAN 30 23 11 7 
2 KEJARI MAKASSAR 4 4 22 - 
3 KEJARI PARE-PARE 3 6 9 13 
4 KEJARI WATAMPONE 2 2 5 6 
5 KEJARI BANTAENG 1 3 2 2 
6 KEJARI BULUKUMBA 2 2 4 1 
7 KEJARI JENEPONTO 14 4 4 4 
8 KEJARI MAROS 3 3 3 5 
9 KEJARI POLEWALI 5 7 10 1 
10 KEJARI ENREKANG 5 1 2 7 
11 KEJARI BARRU 2 3 2 4 
12 KEJARI MAJENE 3 2 2 1 
13 KEJARI PANGKEP 4 3 2 2 
14 KEJARI MAKALE 1 1 3 6 
15 KEJARI SUNGGUMINASA 4 2 2 6 
16 KEJARI MAMUJU 2 5 12 1 
17 KEJARI SINJAI 4 5 7 7 
18 KEJARI SOPPENG 4 3 7 4 
19 KEJARI SELAYAR 1 3 4 7 
20 KEJARI SENGKANG 3 2 6 1 
21 KEJARI PINRANG 2 3 1 2 
22 KEJARI SIDRAP 3 1 2 1 
23 KEJARI PALOPO 4 3 4 2 
24 KEJARI TAKALAR 3 4 7 2 
25 KEJARI MASAMBA 4 2 2 3 
26 KEJARI MAMASA 1 3 - 1 
27 KEJARI MALILI 5 7 4 - 
28 KEJARI BELOPA 1 3 7 4 
29 KEJARI PASANGKAYU 3 2 4 17 
30 CABJARI MAKASSAR di PELABUHAN 2 1 - 1 
31 CABJARI BONE di LAPPARIAJA 2 1 - - 
32 CABJARI BONE di POMPANAU 2 1 1 - 
33 CABJARI BONE di KAJUARA 2 2 2 - 
34 CABJARI MAROS di CAMBA 1 1 1 - 
35 CABJARI GOWA di MALINO 1 1 - - 
36 CABJARI BULUKUMBA di KAJANG 3 1 1 - 
37 CABJARI TANA TORAJA di RANTEPAO 2 1 - - 
38 CABJARI LUWU TIMUR di WOTU 1 - - - 
 JUMLAH 139 121 142 120 
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Tabel 2. 
Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan, Penyidikan, 
Penuntutan, serta Eksekusi di Kejati, Kejari, dan Cabjari Se-Sulawesi Selatan dan 
Barat Tahun 2016 
NO KEJAKSAAN PENYELIDIKAN PENYIDIKAN PENUNTUTAN EKSEKUSI 
1 KEJATI SULAWESI SELATAN 55 36 34 - 
2 KEJARI MAKASSAR 6 3 6 10 
3 KEJARI PARE-PARE 1 1 7 7 
4 KEJARI BONE - 2 2 5 
5 KEJARI BANTAENG 2 3 1 3 
6 KEJARI BULUKUMBA 1 1 5 5 
7 KEJARI JENEPONTO 6 1 3 4 
8 KEJARI MAROS 5 4 5 7 
9 KEJARI MANDAR 1 3 9 11 
10 KEJARI ENREKANG 5 2 2 3 
11 KEJARI BARRU 3 1 2 1 
12 KEJARI MAJENE 4 3 4 4 
13 KEJARI PANGKEP 2 1 4 3 
14 KEJARI TANA TORAJA 2 2 4 4 
15 KEJARI GOWA 6 1 1 1 
16 KEJARI MAMUJU 2 5 3 - 
17 KEJARI SINJAI 4 3 - 6 
18 KEJARI SOPPENG 4 1 1 2 
19 KEJARI SELAYAR 2 4 6 8 
20 KEJARI WAJO 1 9 10 15 
21 KEJARI PINRANG 2 3 6 6 
22 KEJARI SIDRAP 3 2 2 3 
23 KEJARI PALOPO 1 4 4 1 
24 KEJARI TAKALAR 6 2 2 - 
25 KEJARI LUWU UTARA 3 3 - 7 
26 KEJARI MAMASA - 3 6 6 
27 KEJARI LUWU TIMUR 2 1 - 1 
28 KEJARI LUWU 3 3 7 1 
29 KEJARI MAMUJU UTARA 4 2 2 - 
30 CABJARI MAKASSAR di PELABUHAN 1 - 3 - 
31 CABJARI BONE di LAPPARIAJA 1 2 2 - 
32 CABJARI BONE di POMPANAU 1 - - - 
33 CABJARI BONE di KAJUARA - - 1 - 
34 CABJARI MAROS di CAMBA 1 1 1 - 
35 CABJARI GOWA di MALINO 1 - - - 
36 CABJARI BULUKUMBA di KAJANG  1 1 1 1 
37 CABJARI TANA TORAJA di RANTEPAO 1 1 - - 
38 CABJARI LUWU TIMUR di WOTU - - - - 
 JUMLAH 144 114 150 125 
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BAB V 
PENUTUP  
A. Kesimpulan 
Berdsasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait penanganan kasus 
korupsi oleh Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Selatan, maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi 
Selatan masih belum konsisten dan optimal dan terjadi peningkatan jumlah 
kasus tindak pidana korupsi kurun waktu tahun 2015/2016, bahkan banyak 
kasus-kasus dari tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti atau mandek. 
Tentunya ini harus mendapatkan perhatian khusus terlebih dalam kaitannya 
dengan upaya penanggulangan yang bersifat preventif, agar kerugian negara 
yang terjadi akibat tindak pidana korupsi dapat diminimalisir. 
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh kejaksaan dalam menangani kasus-kasus 
korupsi yaitu saksi-saksi yang tidak kooperatif dalam memberikan keterangan 
yang sebenar- benarnya terkait tindak pidana korupsi, kesulitan Kejaksaan 
dalam mengejar/menyita aset tersangka yang didapat dari hasil tindak pidana 
korupsi untuk dijadikan sebagai barang bukti dan juga untuk 
 mengembalikan keuangan negara yang telah dikorupsi perhitungan kerugian 
keuangan negara oleh auditor yang memakan waktu lama sehingga dalam 
proses penanganan kasus korupsi bisa memakan waktu yang lama, dan adanya 
intervensi dalam proses penanganan kasus korupsi. 
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B. Implikasi penelitian 
Mengingat bahwa masalah korupsi sudah sangat meresahkan masyarakat dan  
merugikan keuangan negara, maka hendaknya bagi penegak hukum khususnya 
lembaga kejaksaan meningkatkan kinerjanya dalam menangani kasus tindak pidana 
korupsi. Kejaksaan juga dapat menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan 
hukum tentang bahaya korupsi terkait dengan tugasnya dalam bidang ketertiban dan 
ketentraman umum. Peran masyarakat juga diperlukan dalam upaya pemberantasan 
tindak pidana korupsi dengan cara meberikan informasi atau data awal tentang 
adanya tindak pidana korupsi serta melaksankan pengawasan dan pengawalan 
terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi. 
Terkait dengan kendala-kendala yang didapat oleh Kejaksaan dalam 
penanganan kasus korupsi, penulis menyarankan agar: 
1. Kejaksaan harus mengoptimalkan keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi 
 dan Korban agar saksi dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya 
 tanpa harus ketakutan. 
2. Terkait dengan Kejaksaan kesulitan dalam mengejar aset tersangka maka 
diperlukan kerjasama dengan Lembaga Pusat pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengidentifikasi keterangan harta benda 
yang dimiliki oleh tersangka. 
3. Terkait dengan intervensi dari kepentingan politik dengan alasan adanya 
kepentingan yang terganggu, maka diperlukan sanksi hukum yang tegas 
dalam  mengatasi hal tersebut. Dalam proses penyelesaian perkara hukum 
harus  diselidiki pihak-pihak yang bersangkutan dengan sejelas-jelasnya agar 
perkara hukum dapat diselesaikan dengan adil. 
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